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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tanah memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

masyarakat di Indonesia. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL) digagas oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional (ATR/BPN) untuk mengatasi berbagai permasalahan pengelolaan 

tanah yang pelik. Skema ini pertama kali diatur dalam Peraturan Menteri 

ATR/BPN Nomor 35 Tahun 2016, yang kemudian direvisi melalui Peraturan 

Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2017. Tujuan terpenting PTSL adalah 

menyediakan layanan pendaftaran tanah yang terpadu, mudah, cepat, dan 

terjangkau untuk masyarakat di seluruh Indonesia, terutama bagi mereka di 

wilayah pedesaan atau daerah tertinggal. Program ini diharapkan dapat 

mengatasi berbagai tantangan dalam pendaftaran tanah, seperti proses yang 

berlarut-larut dan biaya tinggi, serta mempercepat legalisasi tanah yang belum 

bersertifikat.1  

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

                                                 
1 Suyikati, Suyikati. "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 

2018 di BPN Kota Yogyakarta." Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum. 

Vol 1, No 2, (2019), hlm.108-122. 
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Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan 

Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: 

“Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran 

tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak terhadap 

semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Republik 

Indonesia dalam satu desa/kelurahan atau nama lain yang setingkat, 

yang meliputi: pengumpulan dan penentuan kebenaran data fisik dan 

data hukum mengenai satu atau lebih obyek pendaftaran tanah untuk 

keperluan pendaftarannya.”2 

Namu$n, me$skipu$n dirancang u$ntu$k me$mpe$rmu$dah masyarakat, 

pe$laksanaan PTSL ju$stru$ ke$rap diwarnai ole$h praktik pu$ngu$tan liar (pu$ngli). 

Fe$nome$na pu$ngli dalam program PTSL me$njadi sorotan kare$na me$ru$gikan 

masyarakat dan me$nghambat tu$ju$an u$tama program te$rse$bu$t, te$ru$tama dalam 

hal me$mbe$rikan ke$je$lasan hu$ku$m te$ntang bagaimana ke$pe$milikan prope$rti. 

Dalam praktiknya, pu$ngli dilaku$kan ole$h se$ju$mlah oknu$m yang te$rlibat dalam 

prose$s administrasi PTSL, te$rmasu$k pe$rangkat de$sa, yang se$haru$snya 

me$njalankan tu$gasnya de$ngan me$matu$hi batas biaya maksimal se$be$sar 

Rp150.000. Biaya ini dite$tapkan u$ntu$k pe$ngadaan patok, mate$rai, dan 

ope$rasional, se$bagaimana diatu$r dalam Pasal 12 hu$ru$f (e$) U$ndang-U$ndang 

Nomor 20 Tahu$n 2001 te$ntang Pe$mbe$rantasan Tindak Pidana Koru$psi. 

Sayangnya, banyak masyarakat yang me$laporkan dimintai biaya tambahan 

yang tidak sah, yang dapat me$ncapai ju$taan ru$piah. 

Praktik pu$ngli dalam pe$laksanaan PTSL te$lah me$njadi fe$nome$na yang 

me$re$sahkan masyarakat. Oknu$m-oknu$m te$rte$ntu$, te$ru$tama di tingkat de$sa, 

se$ring me$manfaatkan ke$se$mpatan u$ntu$k me$mu$ngu$t biaya tambahan yang tidak 

                                                 
2 Istiana, Istiana, Nanik Sutarni, and Burham Pranawa. "Pelaksanaan Pemblokiran Sertipikat Hak 

Atas Tanah Berdasarkan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2017." Jurnal Bedah Hukum. 

Vol 6, No 1, (2022), hlm. 33-43. 
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sah dari masyarakat de$ngan dalih ke$bu$tu$han administrasi tambahan atau $ 

pe$rce$patan prose$s se$rtifikasi. Padahal, pe$me$rintah se$cara te$gas te$lah 

me$ne$tapkan bahwa biaya pe$ndaftaran PTSL haru$s te$rjangkau$ dan se$su$ai de$ngan 

atu$ran. Fe$nome$na ini tidak hanya te$rjadi di satu$ wilayah te$tapi me$nye $bar di 

be$rbagai dae$rah, te$rmasu$k di de$sa-de$sa yang se$haru$snya me$njadi prioritas 

pe$ne$rima manfaat program. Akibatnya, banyak masyarakat yang me$rasa 

diru$gikan dan ke$hilangan ke$percayaan terhadap program pe$me$rintah ini. 

U$paya pe$me$rintah ini dilaku$kan u$ntu$k me$mpercepat pendaftaran tanah 

terus dilakukan. Tujuannya adalah untuk menyediakan solusi pendaftaran tanah 

pe$rtama kali yang terpadu$, teratur, sederhana, cepat, dan mu$rah dalam rangka 

me$mpe$rce$pat pe$mbe$rian izin u$saha pe$rtanahan di seluruh Indonesia, dengan 

foku$s pada de$sa-de$sa miskin atau terbelakang, daerah pertanian yang subur atau$ 

su$dah be$rke$mbang, batas kota yang terjaga ke$amanannya dan dae$rah pe$de$saan 

dibandingkan dae$rah pe$rkotaan atau dae$rah miskin, dan dae$rah pe$rse$orangan 

yang pe$mbangu$nan e$konominya.3 Program PTSL diharapkan dapat me$njadi 

solu$si pe$ngu$ru$san dan administrasi se$rtifikat tanah yang selama ini dikecam 

masyarakat karena dianggap berbelit-belit, memakan waktu, dan biaya yang 

tinggi. Hal ini me$njadi salah satu tantangan yang haru$s diselesaikan pemerintah 

melalui Program PTSL.  

Pe$ndaftaran tanah me$\rupakan proses pe$ncatatan oleh pe$merintah atas 

sebidang tanah sebagai bukti kepemilikan hak milik, nilai tanah, dan untuk 

                                                 
3 Suandy, A. Irfan, and Andi Risma. "Pengecualian Sengketa Tanah Dalam Tata Cara Gugatan 

Sederhana (Small Claim Court)." Journal of Lex Generalis (JLG) Vol 2, No 2, (2021), hlm. 359-

366. 
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kepentingan pe$rpajakan.4 Pendaftaran tanah dilakukan untuk mengetahu$i 

catatan atau riwayat pe$ndaftaran tanah se$\cara administratif, se$rta sebagai bu$kti 

dan landasan hukum pe$mbuktian kepemilikan sebidang tanah oleh setiap orang 

perseorangan. Pendaftaran tanah akan menghasilkan sertifikat yang berfu$ngsi 

sebagai pembu$ktian hak atas sebidang tanah oleh pemegangnya.5 Namu$n dalam 

praktiknya, penerapan PTSL terkendala oleh berbagai kendala. Salah satu$ 

ke$ndala pe$laksanaan PTSL adalah maraknya praktik pu$ngli dalam prose$s 

pelaksanaan teknis pe$ndaftaran tanah oleh pemerintah daerah. 

Pu$ngu$tan liar biasanya dianggap sebagai pelanggaran sosial yang 

te$rlarang.6 Pemerasan me$ru$pakan tindak pidana yang marak terjadi di se$mu$a 

lapisan masyarakat, te$rmasuk lembaga pemerintahan dan birokrasi saat ini. Di 

tingkat ini, area pemerintahan yang selalu berada di pu$ncak merupakan wilayah 

utama u$ntuk pe$me$rasan, yang telah berkembang menjadi rutinitas otomatis bagi 

sebagian anggota masyarakat. Pemungutan liar adalah tindakan me$mungu$t 

bayaran se$cara me$lawan hu$ku$m di lu$ar konte$ks te$rte$ntu$, yang dilaku$kan se$cara 

diam-diam. Pu$ngu$tan liar me$ru$pakan tindakan yang sangat me$re$sahkan bagi 

masyarakat se$cara ke$se$lu$ru$han khu$su$snya di Indone$sia, karena dapat merusak 

ambisi pe$rtumbu$han negara, me$nimbulkan masalah sosial ekonomi dan politik, 

se$rta me$ru$sak moral dan prinsip-prinsip konstitu$sional. Jadi, pe$mu$ngu$tan liar 

                                                 
4 Yagus Suyadi, S. H. Menuntaskan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sinar Grafika, 

Jakarta, 2024, hlm. 33. 
5 Alamsyah, Muhammad Edra, and Diding Rahmat. "Analisis Yuridis Program Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (Ptsl) sebagai Upaya Pemberantasan Praktik Mafia Tanah di Pekanbaru." LEX 

OMNIBUS: Jurnal Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Vol 1, No 1, (2024), hlm. 53-62. 
6 Sutardjo, Romadhoni, and Alpi Sahari. "Proses Penyidikkan terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Pungutan Liar secara Terorganisir (Studi di Kepolisian Sat Reskrim Polres Binjai)." Jurnal Doktrin 

Review Vol 2, No 2, (2023), hlm. 267-281. 
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dapat dianggap sebagai pemerasan, tetapi pemerasan merupakan tindakan 

pidana menurut u$ndang-undang.7 

Pemerasan adalah tindakan koru$psi yang dilaku$kan ole$h sejumlah 

pejabat pemerintah dan organisasi dengan menggu$nakan wewe$nangnya u$ntu$k 

menyuap, menipu$, atau mencuri uang demi keuntungan pribadi.8 Pemerasan, 

se$pe$rti viru$s, me$nye$bar de$ngan ce$pat me$lalu$i birokrasi, dimu$lai dari tingkatan 

paling bawah (koru$psi ke$cil-ke$cilan), se$pe$rti me$ne$rima atau$ me$mbe$ri su$ap 

dalam manaje$me$n, dan be$rlanjut ke$ tingkatan paling atas (koru$psi be$rat), se$pe$rti 

oligarki yang me$nyalahgu$nakan dana publik dalam be$rbagai cara.9 

Beberapa faktor me$ndasari te$rjadinya pu$ngli dalam pe$laksanaan PTSL. 

Pertama, lemahnya pe$ngawasan terhadap pelaksanaan program di tingkat 

daerah menjadi penyebab utama. Ketika kontrol dan monitoring dari 

pe$merintah pusat tidak efektif, oknum pelaksana di lapangan cende$rung 

memanfaatkan celah ini untu$k keuntu$ngan pribadi. Kedua, ku$rangnya 

pe$mahaman masyarakat te$ntang hak-hak me$re$ka dalam program PTSL ju$ga 

menjadi faktor pendukung. Ketidaktahu$an masyarakat me$nge$nai ke$te$ntu$an 

biaya re$smi me$mbu$at mereka mu$dah dipe$ngaru$hi ole$h informasi ke$liru$ yang 

dibe$rikan ole$h oknu$m tertentu. Ketiga, budaya koru$psi yang su$dah me$ngakar di 

beberapa birokrasi juga menjadi pendorong terjadinya pu$ngli. Bu$daya ini se$ring 

                                                 
 
7 Laurensius, A. S, “Penegakan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Penyidik Direktorak 

Kriminal Kasus” Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 22, No 1, April (2020), hlm. 50. 
8 Putri, Amelia Risma. "BRANTAS KORUPSI." Suara Generasi tentang Budaya Antikorupsi, CV 

Srikandi Kreatif Nusantara, Kediri, 2021. Hlm. 134. 
9 Yunaldi, Wendra, Raju Moh Hazmi, and Zuhdi Arman. Belenggu Rente Dalam Demokrasi. CV. 

Gita Lentera, Padang, 2024. Hlm. 83. 
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kali me$libatkan kerja sama antara berbagai pihak u$ntu$k saling me$lindu$ngi 

praktik ilegal mereka. 

Sejalan de$ngan itu, korupsi merupakan penyalahgu$naan wewe$nang 

yang diwu$ju$dkan dalam be$rbagai be$ntu$k politik yang tidak dapat dicapai, 

rahasia, dan pe$rsonal, se$hingga ke$jahatan ini me$njadi pe$nyakit yang be$rdampak 

se$riu$s te$rhadap catatan kriminal Indone$sia. Tindak pidana pe$me$rasan 

dide$finisikan dalam Pasal 3 U$ndang-U$ndang Nomor 31 Tahu$n 1999 yang 

digabu$ngkan de$ngan U$ndang-U$ndang Nomor 20 Tahu$n 2001 te$ntang 

Pe$mbe$rantasan Tindak Pidana Koru$psi. Koru$psi me$njadi ke$jahatan birokrasi 

yang se$makin marak, dan tidak hanya dilaku$kan ole$h aparatu$r pe$me$rintah.10 

Hal ini ju$ga te$lah me$lu$as ke$ dae$rah-dae$rah te$rpe$ncil, de$ngan pe$me$rintah dae$rah 

me$njadi pe$laku$ u$tamanya.  

Di sisi lain, tindak pidana ini dilaku$kan ole$h aparat de$sa, de$ngan ke$pala 

de$sa se$bagai pe$laku$ u$tamanya, dan su$dah me$njadi hal yang lu$mrah. Pe$rlu$ 

digarisbawahi bahwa koru$psi dalam pe$me$rintahan tidak hanya dilaku$kan ole$h 

pe$jabat saja, te$tapi ju$ga dapat dilaku$kan ole$h orang-orang yang bu$kan pe$jabat 

yang me$miliki ke$mampu$an u$ntu$k me$laksanakan ke$wajiban. Se$me$ntara itu$, 

ke$pala de$sa yang ju$ga me$ru$pakan pejabat pu$blik yang tidak te$rlalu$ pe$nting, 

dapat saja me$njadi sasaran koru$psi. Be$ntang alam yang sangat kaya 

me$njadikannya se$bagai te$mpat yang sangat be$rharga bagi ke$pala de$sa, yang 

                                                 
10 Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin, Tirsa Tatara, (2023), Tindak Pidana Korupsi Bidang 

Pertanahan Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Jurnal USM Law 

Review, Vol.6 No.1, Hal 19-23. 
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dicapai de$ngan cara me$nu$ru$nkan pajak-pajak yang tidak sah di wilayah 

administrasi. 

Ke$bijakan PTSL be$ru$paya membe$rikan solu$si strategis te$rhadap konflik 

pe$rtanahan dalam rangka me$ningkatkan ke$ru$ku$nan dan ke$sadaran hu$ku$m 

dalam masyarakat, khu$su$snya di bidang pe$ngu$asaan tanah, se$kaligu$s 

me$ningkatkan stabilitas baik di bidang e$konomi mau$pu$n politik.11 Strate$gi ini 

me$njamin layanan pe$ndaftaran hak milik di Indone$sia be$rjalan ce$pat, mu$dah, 

dan mu$rah, sehingga me$ningkatkan e$fisie$nsi. Ke$bijakan baru   pe$me$rintah ini 

bu$kan tanpa masalah yang me$nghambat pe$laksanaannya dan me$langgar norma 

dan atu$ran yang berlaku; misalnya, pe$ndaftaran pajak bu$mi dan bangu$nan yang 

tidak se$su$ai de$ngan ke$te$ntu$an yang be$rlaku me$njadi su$mbe$r kekhawatiran 

masyarakat. Koru$psi dapat berdampak buruk bagi ne$gara kare$na dianggap 

me$ru$sak moral dan ke$u$angan ne$gara se$rta me$ningkatkan ke$miskinan yang te$lah 

me$njadi bu$daya jangka panjang. 

Pu$ngli dalam program PTSL me$langgar se$ju$mlah re$gu$lasi yang be$rlaku$ 

di Indone$sia. Salah satu$nya adalah U$ndang-U$ndang Nomor 20 Tahu$n 2001 

te$ntang Pe$mbe$rantasan Tindak Pidana Koru$psi. Pasal 12 hu$ru$f e$ dalam u$ndang-

u$ndang ini me$ngatu$r larangan bagi panitia atau$ pe$laksana PTSL u$ntu$k 

me$mu$ngu$t biaya me$le$bihi batas yang te$lah dite$ntu$kan. Pe$langgaran te$rhadap 

pasal ini dapat diancam de$ngan pidana pe$njara paling singkat e$mpat tahu$n dan 

paling lama du$a pu$lu$h tahu$n se$rta de$nda paling se$dikit Rp200 ju$ta sampai 

                                                 
11 Suharto, Suharto, and Zidane Yusuf Firdian. "Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tegal pada Masa 

Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021." Jurnal Lanskap Politik. Vol 1, No 2, (2023), hlm. 59-75. 
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de$ngan Rp1 miliar. Le$bih lanju$t, Pasal 11 dalam pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan 

yang sama me$ngatu$r ancaman pidana te$rhadap pe$laku$ pe$me$rasan, de$ngan 

ancaman pidana pe$njara paling singkat satu$ tahu$n dan paling lama lima tahu$n, 

se$rta de$nda paling se$dikit Rp50 ju$ta sampai de$ngan Rp250 ju$ta. Se$lain itu$, 

Pe$ratu$ran Me$nte$ri ATR/BPN Nomor 1 Tahu$n 2017 se$cara e$ksplisit 

me$nje$laskan tata cara pe$laksanaan PTSL, te$rmasu$k ke$te$ntu$an biaya yang haru$s 

dibayar masyarakat.12 Re$gu$lasi ini me$njadi landasan pe$nting u$ntu$k me$mastikan 

pe$laksanaan program be$rjalan se$su$ai de$ngan tu$ju$an awalnya, yaitu$ me$mbe$rikan 

pe$layanan yang adil dan transparan ke$pada masyarakat. 

Di Indone$sia, pe$ne$gak hu$ku$m te$lah me$nggu$nakan be$rbagai taktik u$ntu$k 

me$me$rangi pe$me$rasan, te$rmasu$k ope$rasi pe$nyamaran (OTT) yang dilaku$kan 

ole$h polisi. Di bawah koordinasi Satgas Sabe$r Pu$ngli, pe$me$rintah be$ru$saha 

me$mbe$rantas praktik pu$ngli di be$rbagai se$ktor, te$rmasu$k dalam program PTSL. 

Pe$ne$gakan hu$ku$m ini tidak hanya me$nyasar pe$laku$ di tingkat bawah te$tapi ju$ga 

me$libatkan pe$ngawasan te$rhadap oknu$m pe$jabat yang didu$ga te$rlibat dalam 

praktik koru$psi.  

Se$lain OTT, u$paya pe$ne$gakan hu$ku$m ju$ga dilaku$kan me$lalu$i sosialisasi 

dan e$du$kasi ke$pada masyarakat agar le$bih me$mahami hak-hak me$re$ka se$rta 

me$laporkan jika me$ne$mu$kan adanya pu$ngli. Namu$n, pe$ne$gakan hu$ku$m 

te$rhadap pu$ngli masih me$nghadapi be$rbagai tantangan. Salah satu$nya adalah 

re$siste$nsi dari masyarakat yang su$\dah te$rbiasa de$ngan bu$daya pu$ngli se$bagai 

                                                 
12 Tomy A.P.S, Hananto Widodo, (2022), Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Panitia Desa Pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di 

Desa X Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik, Novum : Jurnal Hukum, Vol.9 No.3, Hal 

32. 
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"jalan pintas" u$ntu$k me$mpe$rce$pat prose$s administrasi. Di sisi lain, koordinasi 

antara aparat pe$ne$gak hu$ku$m di tingkat pusat dan daerah sering kali tidak 

be$rjalan optimal, sehingga be$be$rapa kasu$s pu$ngli tidak me$ndapatkan 

pe$nanganan yang me$madai. 

Pe$rlu$ ju$ga dise$bu$tkan bahwa Pe$ratu$ran ATR/BPN ini dibu$at u$ntu$k 

me$njadi acu$an dalam pe$nye $le$nggaraan PTSL yang dilaksanakan ole$h de$sa-de$sa 

di kabu$pate$n dan ke$camatan di wilayah me$tropolitan di se$lu$ru$h Indone$sia. 

Se$iring be$rjalannya waktu$ se$jak dimu$lainya program Pe$ndaftaran Tanah 

Siste$matis Le$ngkap (PTSL) di Kabu$pate$n Sidoarjo yang se$lama ini banyak 

dite$mu$kan ke$janggalan, me$narik u$ntu$k dite$lu$su$ri dan dikaji se$jau$h mana 

ke$janggalan te$rse$bu$t te$rjadi. Pe$ndaftaran tanah digu$nakan u$ntu$k me$nge$tahu$i 

se$jarah catatan pe$nge$lolaan tanah, se$kaligu$s se$bagai bu$kti dan dasar hu$ku$m 

kepemilikan se$bidang tanah bagi setiap pemilik, yang hasilnya be$ru$pa sertifikat 

yang menjadi bukti hak pemegang atas sebidang tanah tersebut. 

Dalam hal ini, meskipun program PTSL dirancang u$ntu$k me$mbe$rikan 

kemu$dahan bagi masyarakat, namun pelaksanaan kebijakan ini di lapangan 

sering kali me$nghadapi kendala yang mence$rminkan kelemahan siste$m 

birokrasi, seperti korupsi dan pungli. Hal ini menunjukkan bahwa kendala 

utama bukan hanya pada regulasi, tetapi juga pada minimnya pe$ngawasan 

te$rhadap pelaksana di lapangan. Ke$bijakan yang telah dirancang de$ngan baik di 

tingkat pusat sering kali kehilangan efektivitasnya karena lemahnya kontrol di 

tingkat daerah. 
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Banyak dugaan korupsi yang mu$ncul terkait dengan masalah korupsi 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), khususnya di Kabupate$n 

Sidoarjo. Be$rdasarkan data yang dipe$roleh, jumlah kasus pungli di Kabupate$n 

Sidoarjo menunjukkan pe$ningkatan sebagai be$rikut:13 

No Tahun Jumlah Pungli PTSL 

1 2022 2 

2 2023 4 

3 2024 5 

Tabel 1. Jumlah Kasus Pungli PTSL 

Peningkatan ini me$ngindikasikan lemahnya pe$ngawasan te$rhadap 

pelaksanaan program PTSL, terutama pada level pelaksana di lapangan. 

Me$skipu$n program ini be$rtu$ju$an u$ntu$k me$mu$dahkan masyarakat me$mpe$role$h 

se$rtifikat tanah secara cu$ma-cu$ma atau dengan biaya minimal, praktik pu$ngli 

yang dilaku$kan ole$h oknum te$rtentu malah dikaitkan de$ngan tu$ju$an u$tama 

kebijakan tersebut. Hal ini menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat, baik 

dari segi biaya mau$pu$n waktu, serta me$ru$sak kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah. 

Kasus dugaan pemerasan dalam penyelenggaraan Program Pendaftaran 

Tanah Siste$matis Lengkap (PTSL) yang me$libatkan pe$rangkat De$sa Kle$te$k, 

Ke$camatan Taman, Sidoarjo, me$ru$pakan salah satu$ contoh pe$nyalahgu$naan 

we$we$nang ole$h pe$me$rintah de$sa. Program PTSL yang dimaksu$dkan 

pe$me$rintah u$ntu$k me$mpe$rmu$dah warga me$mpe$role$h se$rtifikat tanah se$cara 

                                                 
13 Wawancara dengan Jaksa di Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sidoarjo, 7 Januari 

2025. 
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cu$ma-cu$ma atau$ de$ngan biaya mu$rah, ju$stru$ disalahgu$nakan ole$h oknu$m 

pe$jabat de$sa te$rte$ntu$ u$ntu$k ke$pe$ntingan pribadi. M Anas, Ke$pala De$sa Kle$te$k, 

dan U$lis De$wi Pu$rwanti, Se$kre$taris De$sa, didu$ga me$laku$kan pu$ngu$tan liar 

ke$pada masyarakat de$ngan kisaran Rp500 ribu$ hingga Rp15 ju$ta. Dalam hal ini, 

Mu$hammad Anas, mantan Ke$pala De$sa Kle$te$k, Ke$camatan Taman, Kabu$pate$n 

Sidoarjo, divonis 1 tahu$n 10 bu$lan pe$njara ole$h Jaksa Pe$nu$ntu$t U$mu$m (JPU$) di 

Pe$ngadilan Tindak Pidana Koru$psi (Tipikor) Su$rabaya. Se$lain itu$, Anas ju$ga 

divonis de$nda Rp 50 ju$ta su$bside$r 6 bu$lan ku$ru$ngan. Se$me$ntara itu$, mantan 

Se$kre$taris De$sa Kle$te$k, U$lis De$wi Pu$rwanti divonis 2 tahu$n 4 bu$lan pe$njara 

de$ngan de$nda yang sama, yakni Rp 50 ju$ta su$bside$r 6 bu$lan ku$ru$ngan.14 

Dalam hal ini, re$gu$lasi program PTSL te$lah diatu$r se$cara rinci dalam 

Pe$ratu$ran Me$nte$ri ATR/BPN, namu$n pe$laksanaan di tingkat de$sa masih jau$h 

dari harapan. Be$lu$m adanya me$kanisme$ pe$ngawasan yang e$fe$ktif u$ntu$k 

me$nce$gah praktik pu$ngli yang dilaku$kan ole$h aparat de$sa. Se$lain itu$, pe$ne$litian 

yang se$cara khu$su$s me$mbahas u$paya Ke$jaksaan Ne$ge$ri dalam me$mbe$rantas 

pu$ngli di tingkat de$sa, khu$su$snya dalam konte$ks PTSL, masih sangat te$rbatas. 

Ke$se$njangan ini me$mu$ncu$lkan pe$rlu$nya kajian yang me$ndalam te$ntang 

e$fe$ktivitas u$ndang-u$ndang dan pe$ran aparat pe$ne$gak hu$ku$m dalam me$nangani 

masalah te$rse$bu$t, se$kaligu$s me$mastikan program se$pe$rti PTSL dapat be$rjalan 

se$su$ai tu$ju$an awalnya. 

                                                 
14 Radar Sidoarjo. "Dugaan Pungli PTSL, Kades Kletek Taman Sidoarjo Dituntut 1 Tahun 10 Bulan 

Penjara." Radar Sidoarjo, November 5, 2023. Diakses 10 Januari 2025. 

https://radarsidoarjo.jawapos.com/kriminal-delta/855278491/dugaan-pungli-ptsl-kades-kletek-

taman-sidoarjo-dituntut-1-tahun-10-bulan-penjara. 

https://radarsidoarjo.jawapos.com/kriminal-delta/855278491/dugaan-pungli-ptsl-kades-kletek-taman-sidoarjo-dituntut-1-tahun-10-bulan-penjara
https://radarsidoarjo.jawapos.com/kriminal-delta/855278491/dugaan-pungli-ptsl-kades-kletek-taman-sidoarjo-dituntut-1-tahun-10-bulan-penjara
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Pe$rbu$atan cu$rang se$macam ini me$ru$gikan e$fe$ktivitas be$rbagai u$paya 

pe$me$rintah, khu$su$snya yang be$rtu$ju$an u$ntu$k me$mbe$rikan ke$je$lasan hu$ku$m di 

bidang pe$rtanahan, dan me$ngakibatkan ke$ru$gian sosial e$konomi bagi 

masyarakat. Dalam arti yang le$bih lu$as, tindakan pe$me$rasan ini te$lah 

me$nce$de$rai ke$pe$rcayaan masyarakat te$rhadap u$paya pe$me$rintah dalam 

me$mpe$rku$at administrasi pe$rtanahan di Indone$sia. Me$nu$ru$t laporan dari 

Ke$jaksaan Ne$ge$ri Sidoarjo, ke$ru$gian yang dialami masyarakat dipe$rkirakan 

me$ncapai Rp 300 ju$ta, se$hingga pe$rlu$ adanya tindakan te$gas te$rhadap para 

pe$laku$ pu$ngli. Pe$rsoalan ini ju$ga me$nu$nju$kkan le$mahnya kontrol dan tanggu$ng 

jawab di tingkat dae$rah, kare$na me$kanisme$ yang dirancang u$ntu$k me$ndorong 

pe$mbe$rdayaan masyarakat ju$stru$ die$ksploitasi.  

Pu$ngu$tan pu$ngli dalam program PTSL tidak hanya me$ru$gikan 

masyarakat se$cara finansial, te$tapi ju$ga me$nu$ru$nkan ke$pe$rcayaan ke$pada 

pe$me$rintah de$sa se$bagai pe$laksana program. Kondisi ini me$nu$nju$kkan pe$rlu$nya 

pe$ngawasan yang le$bih ke$tat dan pe$ne$gakan hu$ku$m yang te$gas u$ntu$k me$nce$gah 

te$rjadinya pe$nyimpangan dalam pe$laksanaan PTSL dan me$njamin ke$adilan 

bagi masyarakat. Ole$h kare$na itu$, pe$me$rintah dan aparat pe$ne$gak hu$ku$m pe$rlu $ 

me$laku$kan pe$ngawasan yang le$bih ke$tat dan me$mbe$rikan sanksi hu$ku$m yang 

te$pat agar program se$pe$rti PTSL dapat be$rjalan de$ngan baik dan be$bas dari 

praktik koru$psi. 

Ke$jaksaan Ne$ge$ri Sidoarjo me$me$gang pe$ranan pe$nting dalam u$paya 

pe$mbe$rantasan pu$ngu$tan liar (pu$ngli) me$lalu$i Program Pe$ndaftaran Tanah 

Siste$matis Le$ngkap (PTSL). Peme$rasan ke$rap me$njadi ke$ndala pe$laksanaan 
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PTSL, se$hingga program te$rse$bu$t tidak dapat me$ncapai tu$ju$annya yakni 

me$mu$dahkan warga dalam me$nye$le$saikan se$rtifikasi tanah. Dalam konte$ks ini, 

Ke$jaksaan Ne$ge$ri Sidoarjo be$rpe$ran se$bagai pe$ngawas dan pe$ne$gak hu$ku$m 

u$ntu$k me$mastikan bahwa me$tode$ PTSL te$lah se$su$ai de$ngan ke$te$ntu$an dan 

be$bas dari praktik pu$ngli yang dapat me$ru$gikan masyarakat. Tu$ju$an dari 

pe$ne$litian ini adalah u$ntu$k me$nge$tahu$i prose$s pe$ne$gakan hu$ku$m ole$h 

Ke$jaksaan Ne$ge$ri Sidoarjo dalam pe$mbe$rantasan pu$ngli yang te$rjadi pada 

prose$s pe$laksanaan PTSL. Pe$ne$litian ini be$rtu$ju$an u$ntu$k me$nge$tahu$i u$paya-

u$paya yang dilaku$kan ole$h Ke$jaksaan Ne$ge$ri Sidoarjo dalam me$nce$gah dan 

me$mbe$rantas pu$ngli, se$rta u$paya-u$paya yang dilaku$kan dalam me$njaga 

inte$gritas prose$s se$rtifikasi tanah di Sidoarjo.  

Be$rdasarkan latar be$lakang diatas, pe$nu$lis ingin me$ne$liti le$bih lanju$t 

te$ntang pe $ngakan hu $ku $m yang dilaku $kan aparat pe $ne $gak hu $ku $m dalam 

me $naanggu $langi pu $ngu $tan liar dan faktor – faktor yang me$mpe$ngaru$hi 

pe$laksanaannya. De$ngan de$mikian, pe$nu$lis me$ngangkat pe$ne$litian de$ngan 

ju$du$l “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang di Lakukan oleh Perangkat 

Desa (Studi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo)” 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Bagaimanakah pe $ne $gakan hu $ku $m te $rhadap pu $ngu $tan liar pada 

pe $laksanaan pe $ngu $ru $san se $rtifikat tanah berbasis program PTSL di 

Ke $jaksaan Ne $ge $ri Sidoarjo? 

2. Bagaimanakah ke $ndala dalam pe $ne $gakan hu $ku $m pada pe $laksanaan 
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pe $ngu $ru $san se $rtifikat tanah be $rbasis program PTSL yang ditangani ole $h 

Ke $jaksaan Ne $ge $ri Sidoarjo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. U $ntu $k me $nganalisis dan me $mahami prose $s pe $ne $gakan hu $ku $m yang 

dilaku $kan ole $h Ke $jaksaan Ne $ge $ri Sidoarjo te $rhadap kasu $s pu $ngu $tan liar 

dalam pe $ngu $ru $san se $rtifikat tanah be $rbasis PTSL, se $rta langkah-

langkah yang diambil u $ntu $k me $ngatasi masalah te $rse $bu $t.  

2. U $ntu $k me $ngide $ntifikasi dan me $njelaskan faktor-faktor yang 

me $nghambat e $fe $ktivitas pe $ne $gakan hu $ku $m te $rhadap kasu $s pu $ngu $tan 

liar dalam pe $laksanaan PTSL di Ke $jaksaan Ne $ge $ri Sidoarjo. 

1.4 Manfaat Penelitian  

 i. Manfaat Te$oritis :  

 a. Pe$ne$litian ini diharapkan dapat me$mbe$rikan pe$mahaman yang le$bih 

me$ndalam me$nge$nai aspe$k hu$ku$m dan ke$bijakan te$rkait pu$ngu$tan liar 

dalam konte$ks PTSL, se$rta me$nambah khazanah ilmu$ hu$ku$m di Indone$sia. 

b. Hasil pe$ne$litian ini dapat me$njadi re$fe$re$nsi bagi akade$misi dan pe$ne$liti lain 

yang te$rtarik dalam stu$di hu$ku$m te$rkait praktik pu$ngu$tan liar dalam 

pe$ngu$ru$san tanah. 

ii. Manfaat Praktis :  

a. Bagi Ke$jaksaan Ne$ge$ri Sidoarjo 

Pe$ne$litian ini diharapkan dapat me$mbe$rikan re$kome$ndasi yang 

be$rmanfaat bagi Ke$jaksaan Ne$ge$ri Sidoarjo dan instansi te$rkait lainnya 
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dalam me$ningkatkan e$fe$ktivitas pe$ne$gakan hu$ku$m te$rhadap pu$ngu$tan 

liar, se$hingga praktik-praktik te$rse$bu$t dapat diminimalisir.  

b. Bagi Pe$rangkat De$sa 

Pe$ne$litian ini dapat me$mbe$rikan masu$kan bagi pe$rangkat de$sa di De$sa 

Kle$te$k u$ntu$k me$mahami pe$ntingnya transparansi dan aku$ntabilitas 

dalam pe$ngu$ru$san se$rtifikat tanah, se$hingga dapat me$nce$gah praktik 

pu$ngu$tan liar di masa de$pan. 

c. Bagi Pe$ne$liti                                                                            

 Hasil pe$ne$litian ini ju $ga me$mbe$rikan manfaat bagi pe $ne$liti                           

u$ntu$k me$dapatkan ge$lar Sarjana Hu $ku$m (S.H) di Faku $ltas Hu$ku$m, 

U$nive$rsitas Pe$mbangu$nan Nasional “Ve$te$ran’ Jawa Timu $r.  
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1.5 Keaslian Penelitian  
 

No. Nama Penulis, Judul, Tahun Persamaan Perbedaan 

1.  Lintang Arrifah Anggraeny 

Putri (2023) : Penegakan 

Hukum Terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Pungli Ole$h 

Kades Su$ko Kecamatan 

Su$kodono Pada Pendaftaran 

Tanah Siste$matis Lengkap 

(Ptsl) Di Kejaksaan Negeri 

Sidoarjo.15 

1. Analisis terkait 

proses penegakan 

hukum terhadap 

pelaksanaan PTSL 

yang dilakukan oleh 

aparatur desa di 

Kejaksaan Negeri 

Sidoarjo. 

1. Lokasi Penelitian berbeda, 

Penelitian ini berlokasi di Desa 

Kletek Sidoarjo, sedangkan 

Penelitian Terdahulu berlokasi di 

Desa Sukodono Sidoarjo.  

2. Penelitian ini membahas 

mengenai faktor penghambat 

proses penegakan hu$kum dalam 

penanganan perkara, sementara 

penelitian terdahulu tidak 

membahas hal tersebut. 

2. Hasan Siddiq (2022) : 

Penegakan Hukum Tindak 

Pidana Korupsi Dalam 

Pelaksanaan Program PTSL 

(Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap) Di Kabupaten Kendal 

(Studi Kasus Putusan Perkara 

Nomor: 35/Pid.Sus-

TPK/2021/PN Smg).16 

1. Menganalisis 

hambatan dalam 

proses penegakan 

hukum terhadap 

penanganan perkara 

Korupsi PTSL 

2. Menganalisis 

mengenai penegakan 

hukum pada 

pelaksanaan program 

PTSL  

1. Lokasi Penelitian berbeda, 

penelitian ini berlokasi di 

Kabupaten Sidoarjo, sementara 

penelitian terdahulu berlokasi di 

Kabupaten Kendal. 

3. Sitta Saraya, Yusuf Handayani, 

Ahmad Yusuf (2021) : 

Penegakan Hukum Tindak 

Pidana Korupsi PTSL Di Desa 

 Sidomukti Kecamatan Weleri 

Kabupaten Kendal.17 

1. Menganalisis 

penegakan hukum 

Tindak Pidana 

dalam 

pelaksanaan 

program PTSL 

2. Menganalisis 

hambatan dalam 

penegakan hu$kum 

1. Penelitian terdahulu berfokus 

pada peran pemerintah dalam 

mencegah terjadinya tindak 

pidana korupsi PTSL, se$me$ntara 

dalam pene\litian ini tidak 

membahas hal tersebut 

Tabel 2. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Be$rdasarkan tabe$l diatas, dapat dike $tahu$i bahwa pe$ne$litian yang 

diangkat pe$nu$lis be$lu$m pe$rnah dite$liti ole$h pe$nu$lis/pe$ne$liti lain. Adapu $n  tiga 

                                                 
15 Lintang Arrifah  A. P, Skripsi " Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungli Oleh 

Kades Suko Kecamatan Sukodono Pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di 

Kejaksaan Negeri Sidoarjo " (Surabaya: Universitas Bhayangkara, 2023) 
16 ⁠Hassan Sidiq, Skripsi  " Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Program 

PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Di Kabupaten Kendal (Studi Kasus Putusan 

Perkara Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg). (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 

2022) 
17 SarayaS, dkk. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi PTSL di Desa Sidomukti Kecamatan 

Weleri Kabupaten Kendal. Jurnal Esensi Hukum, Vol 3 No 2, 2021, hlm. 188-201. 
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pe$ne$litian yang se $ru$pa diastas tidak me $miliki ke$samaan de$ngan yang pe$nu$lis 

bu$at. Ke$simpu$lan dari ke$tiga pe$ne$litian me$nu$nju$kkan bahwa se $mu$a pe$ne$litian 

be$rfoku$s pada analisis pe$ne$gakan hu$ku$m te$rhadap tindak pidana pu $ngli (PTSL), 

me$skipu $n de$ngan stu $di kasu$s yang be$rbe$da di be$rbagai dae$rah di Indone$sia. 

Ke$tiganya me$ngaku$i pe$ntingnya pe$ne$gakan hu $ku$m yang e$fe$ktif dalam 

me$nangani pu $ngli dalam program PTSL, dan me $nggaris bawahi bahwa prose $s 

hu$ku$m se$ring me$nghadapi ke$ndala yang me$nghambat ke$be$rhasilan pe$ne$gakan 

hu$ku$m. Se$lain itu$, se$mu$a pe$ne$litian me$ngaku$i u$rge$nsi u $paya yang le $bih ku$at 

ole$h aparat pe$ne$gak hu$ku$m u$ntu$k me$ngatasi ke$ndala te$rse$bu$t, yang 

me$nghadirkan tantangan se$ru$pa me$skipu $n dalam konte$ks yang be$rbe$da. 

Ke$u$nggu$lan pe$ne$litian te$rbaru$ yang be$rju$du$l “Pe$ne$gakan Hu$ku$m 

te$rhadap Tindak Pidana Pu $ngli dalam Pe$ndaftaran Tanah Siste $matis Le$ngkap 

(PTSL) yang Dilaku$kan ole$h Pe$rangkat De$sa (Stu $di Kasu $s di Ke$jaksaan Ne$ge$ri 

Sidoarjo)” ini te$rle$tak pada analisis yang le $bih me$ndalam te$ntang faktor 

pe$nghambat dalam pe$ne$gakan hu $ku$m pu$ngli. Pe$ne$litian ini tidak hanya 

me$nganalisis prose$s hu$ku$m se$cara u$mu$m, te$tapi ju$ga me$mbe$rikan rincian 

te$ntang ke$ndala yang te$rjadi, se$pe$rti pe$ran aparat de$sa dalam me$ne$gakkan 

pe$ne$gakan hu $ku$m. Hal ini tidak dite $mu$kan pada pe$ne$litian-pe$ne$litian 

se$be$lu$mnya yang ce $nde$ru$ng le$bih u$mu$m dalam me$mbahas pe$rmasalahan 

te$rse$bu$t. 

Pe$ne$litian ini ju $ga u$nggu$l dalam me$nyajikan kasu $s yang le$bih spe$sifik, 

yaitu$ pu$ngli yang dilaku $kan ole$h aparat de$sa, be$rbe$da de$ngan pe$ne$litian-

pe$ne$litian se$be$lu$mnya yang be $rfoku$s pada aktor-aktor yang le$bih u$mu$m. 
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De$ngan pe$nde$katan yang le$bih rinci te$rse$bu$t, pe$ne$litian te$rbaru$ ini mampu $ 

me$mbe$rikan re$kome$ndasi yang le $bih aplikatif te$rkait u $paya pe$nindakan di 

tingkat dae$rah, se$rta pote$nsi pe$rbaikan siste$m pe$ne$gakan hu $ku$m dalam konte$ks 

PTSL. Se$lain itu$, pe$ne$litian ini me$nyoroti pe$ntingnya pe$ngu$atan aparat pe$ne$gak 

hu$ku$m dalam me$nghadapi ke$ndala di lapangan, se$rta pe$rlu$nya pe$ningkatan 

ke$rja sama antar le$mbaga te$rkait. 

Ole$h kare$na itu $, pe$ne$litian ini me $mbe$rikan kontribu $si yang signifikan 

u$ntu$k me$mahami tantangan yang dihadapi dalam prose$s hu$ku$m te$rhadap pu$ngli 

PTSL. Pe$ne$litian ini diharapkan dapat me $njadi re$fe$re$nsi pe$nting bagi aparat 

pe$ne$gak hu$ku$m, pe$mbu$at ke$bijakan, dan akade$misi dalam u $paya me$ningkatkan 

e$fe$ktivitas siste $m hu$ku$m yang ada di Indone $sia, khu $su$snya dalam me$nangani 

kasu$s pu $ngli di tingkat de $sa. De$ngan de$mikian, pe$ne$litian ini te$lah me$me$nu$hi 

syarat orisinalitas. 

1.6 Metode Penelitian  

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian  

Pe$ne$litian ini me$ru$pakan pe$ne$litian yu$ridis e$mpiris. Pe$ne$litian hu$ku$m 

e$mpiris dilaku$kan de$ngan cara me$ngu$mpu$lkan data prime$r langsu$ng dari obje$k 

pe$ne$litian me$lalu$i wawancara de$ngan narasu$mbe$r yang re$le$van.18 Be$rdasarkan 

hal te$rse$bu$t, pe$nu$lis me$laku$kan wawancara de$ngan Ke$jaksaan Ne$ge$ri Sidoarjo 

se$rta me$laku$kan pe$ne$litian lapangan me$nge$nai pe$nanganan kasu$s pe$me$rasan 

ole$h pe$ne$gak hu$ku$m. Su$mbe$r data se$ku$nde$r yang digu$nakan dalam pe$ne$litian 

ini me$lipu$ti hu$ku$m, lite$ratu$r, dan ju$rnal. 

                                                 
18 Sari, Ifit Novita, et al. Metode penelitian kualitatif. Unisma Press, Malang, 2022. Hlm. 49. 
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Pe$nu$lis me$laku$kan pe$ne$litian de$skriptif-analitis u$ntu$k me$nyu$su$n skripsi 

ini. Pe$ne$litian de$skriptif-analitis me$nje$laskan pe$ratu$ran dan hu$ku$m yang se$su$ai, 

atau$ hu$ku$m positif, de$ngan me$nghu$bu$ngkannya de$ngan te$ori hu$ku$m dan 

tindakan nyata pe$ne$gakan hu$ku$m di masyarakat.19  Pe$ne$litian yang 

me$nggu$nakan tipe$ de$skriptif-analistik me$mili ciri-ciri yaitu$ me$me$cahkan 

masalah yang ada dan data yang diku$mpu$lkan haru$s disu$su$n, dije$laskan, dan 

dianalisis.20 

1.6.2 Pendekatan (Approach)  

Pe$nu$lis me$nggu$nakan be$be$rapa pe$nde$katan dalam pe$ne$litian ini yaitu $ 

me$nggu$nakan pe$nde$katan konse$ptu$al (conse$ptu$al approach), pe$nde$katan 

pe$ru$ndang-u$ndangan (statu$te$ approach), dan pe$nde$katan kasu$s (case$ 

approach). 

1. Pe$nde$katan Konse$ptu$al (conce$ptu$al approach).  

Me$tode$ ini didasarkan pada ke$yakinan dan te$ori yang dike$mbangkan 

dalam ilmu$ hu$ku$m. De$ngan me$ne$liti su$du$t pandang doktrin dalam ilmu$ 

hu$ku$m, pe$ne$liti akan me$ne$mu$kan ide$-ide$ yang me$mu$ncu$lkan konse$psi 

hu$ku$m, konse$p hu$ku$m, dan prinsip hu$ku$m yang be$rlaku$ pada situ$asi 

yang dihadapi.21 Te$knik ini digu$nakan u$ntu$k me$ngu$ji alasan-alasan 

jaksa pe$nu$ntu$t u$mu$m dalam me$laku$kan pe$nu$ntu$tan dan pe$laksanaan 

hu$ku$m dalam pe$rkara pu$ngu$tan liar di De$sa Ke$le$te$k..  

                                                 
19 Nugroho, S. S., & Haryani, A. T. (2020). Metodologi Riset Hukum. Lakeisha, Klaten. Hlm. 50. 
20 Zellatifanny, Cut Medika, and Bambang Mudjiyanto. "Tipe penelitian deskripsi dalam ilmu 

komunikasi." Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi Vol 1, No 2, (2018). Hlm. 84. 
21 Safitri, Ade, et al. "Analisis Pembudayaan Gemar Membaca Sebagai Kajian Pembentukan Perda 

di Kabupaten Sumbawa." Jurnal Literasi Dan Pembelajaran Indonesia Vol 1, No 1, (2021). Hlm.  

45. 



 

 

 

 

 

20  

2. Pe$nde$katan Pe$ru$ndang-u$ndangan (statu$te$ approach) 

Me$tode$ le$gislasi me$ru$pakan salah satu$ me$tode$ pe$ne$litian yang 

digu$nakan pe$nu$lis de$ngan cara me$nganalisis pe$ratu$ran pe$ru$ndang-

u$ndangan22 yang be$rkaitan de$ngan isu$ hu$ku$m yang dite$liti. Dalam 

pe$ne$litian ini ju$ga me$ne$rapkan pe$ndakatan kasu$s de$ngan me$ne$laah dan 

me$nganalisis kasu$s yang be$rkaitan. Pe$nde$katan ini digu$nakan ole$h 

pe$nu$lis u$ntu$k me$nganalisa pe$ne$gakan hu$ku$m yang dilaku$kan ole$k Jaksa 

Pe$nu$ntu$t U$mu$m dalam kasu$s Tindak Pidana Pu$ngu$tan Liar yang 

dilaku$kan ole$h aparatu$r de$sa di De$sa Kle$te$k be$rdasarkan pe$ratu$ran 

pe$ru$ndang-u$ndangan yang be$rlaku$.   

3. Pe$nde$katan Kasu$s (case$ approach) 

Pe$nde$katan kasu$s adalah pe$nde$katan yang dilaku$kan me$lalu$i stu$di 

kasu$s Tindak Pidana Pu$ngu$tan Liar di De$sa Kle$te$k, Ke$camatan Taman, 

Kabu$pate$n Sidoarjo. 

1.6.3 Bahan Hukum  

Pe$ne$litian ini me$nggu$nakan su$mbe$r data prime$r dan se$ku$nde$r kare$na 

me$ru$pakan pe$ne$litian e$mpiris-yu$disial. Su$mbe$r hu$ku$m yang digu$nakan adalah 

data dari su$mbe$r prime$r dan se$ku$nde$r. 

1. Su$mbe$r Data Prime$r 

Su$mbe$r prime$r yang digu$nakan dalam pe$ne$litian ini adalah su$mbe$r 

data prime$r yaitu$ data yang dipe$role$h langsu$ng me$lalu$i su$mbe$r 

                                                 
22 Ibid., hlm. 45. 
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pe$rtama de$ngan me$laku$kan wawancara dan pe$ngamatan langsu$ng 

te$rhadap Kantor Ke$jaksaan Ne$ge$ri Sidoarjo. 

2. Su$mbe$r Data Se$ku$nde$r  

Su$mbe$r data yang digu$nakan dalam pe$ne$litian ini me$le$ngkapi tu$lisan 

ini de$ngan data se$ku$nde$r, yang me$lipu$ti informasi hu$ku$m prime$r dan 

se$ku$nde$r. 

a. Bahan Hu$ku$m Prime$r :  

1. Kitab U$ndang-U$ndang Hu$ku$m Pidana (KU$HP) (Le$mbaran 

Ne$gara Re$pu$blik Indone$sia Tahu$n 1958 Nomor 127, Tambahan 

Le$mbaran Ne$gara Re$pu$blik Indone$sia Nomor 1660). 

2. U$ndang-U$ndang Nomor 20 Tahu$n 2001 Te$ntang pe$ru$bahan atas 

u$ndang-U$ndang Nomor 31 Tahu$n 1999 Te$ntang Pe$mbe$rantasan 

Tindak Pidana Koru$psi (Le$mbaran Ne$gara Re$pu$blik Indone$sia 

Tahu$n 2001 Nomor 134, Tambahan Le $mbaran Ne$gara Re$pu$blik 

Indone$sia Nomor 4150). 

3. U$ndang-U$ndang Nomor 6 tahu$n 2014 Te$ntang De$sa  (Le$mbaran 

Ne$gara Re$pu$blik Indone$sia Tahu$n 2014 Nomor 7, Tambahan 

Le$mbaran Ne$gara Re$pu$blik Indone$sia Nomor 5495) 

4. Pe$ratu$ran Me$nte$ri Agraria dan Tata Ru$ang/Ke$pala Badan 

Pe$rtanahan Nasional Re$pu$blik Indone$sia Nomor 35 Tahu$n 2016 

Te$ntang Pe$rce$patan Pe$nye$le$nggaraan Pe$ndaftaran Tanah 

Siste$matis Le$ngkap (Be$rita Ne$gara tahu$n 2016 Nomor 1693) 
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5. Pe$ratu$ran Me$nte$ri Agraria dan Tata Ru$ang/Ke$pala Badan 

Pe$rtanahan Nasional Nomor 12 Tahu$n 2017 te$ntang Pe$rce$patan 

Pe$ndaftaran Tanah Siste$matis Le$ngkap (Be$rita Ne$gara Re$pu$blik 

Indone$sia Tahu$n 2017 Nomor 876). 

6. Pe$ratu$ran Me$nte$ri Agraria dan Tata Ru$ang/Ke$pala Badan 

Pe$rtanahan Nasional Re$pu$blik Indone$sia Nomor 6 Tahu$n 2018 

te$ntang Pe$ndaftaran Tanah Siste$matis Le$ngkap (Le$mbaran 

Ne$gara Re$pu$blik Indone$sia Tahu$n 2018 Nomor 501). 

7. Pe$tu$nju$k Te$knis Nomor 1/Ju$knis100.HK.02.01/III/2020 Te$ntang 

Pe$nye$le$nggaraan Pe$ndaftaran Tanah Siste$matis Le$ngkap 

Anggaran Tahu$n 2020. 

b. Bahan Hu$ku$m Se$ku$nde$r : Bu$ku$, Ju$rnal, dan Pe$ne$litian te$rdahu$lu$  

3. Bahan Non Hu$ku$m  

Bahan non-hu$ku$m adalah su$mbe$r informasi non-hu$ku$m yang 

me$mbantu$ me$nje$laskan dan me$ndu$ku$ng fakta prime$r dan se$ku$nde$r. 

Barang non-hu$ku$m yang digu$nakan dalam pe$nye $lidikan ini me$lipu$ti:  

a. Kamu$s Hu$ku$m 

b. Kamu$s Bahasa Indone$sia  

c. E$nsiklope$dia  

d. We$bsite$ Radar Sidoarjo 

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum      

Data u$ntu$k pe$ne$litian ini diku$mpu$lkan me$lalu$i wawancara dan 

obse$rvasi langsu$ng de$ngan Ke$jaksaan yang me$nangani pe$rkara pe$me$rasan 
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dalam pe$ndaftaran tanah siste$matik pe$nu$h (PTSL) di De$sa Kle$te$k, Ke$camatan 

Taman, Kabu$pate$n Sidoarjo. Yang dimaksu$d de$ngan "obse$rvasi" dalam hal ini 

adalah pe$nanganan hu$ku$m ole$h Ke$jaksaan te$rhadap pe$me$rasan yang dilaku$kan 

aparatu$r de$sa. Pe$ne$litian ini ju$ga didu$ku$ng ole$h kajian pu$staka yang me$ncaku$p 

be$rbagai makalah, ju$rnal, dan bu$ku$ yang re$le$van, se$rta kajian pe$ratu$ran 

pe$ru$ndang-u$ndangan, khu$su$snya yang me$ngatu$r pe$ne$gakan hu$ku$m te$rkait 

tindak pidana pe$me$rasan yang dilaku$kan ole$h aparatu$r de$sa. 

1.6.5. Analisis Bahan Hukum 

Analisis data me$ru$pakan su$atu$ te$knik siste$matis yang me$mbagi data ke $ 

dalam pola kate$gori dan u$nit de$skripsi dasar u$ntu$k me$ngide$ntifikasi te$ma dan 

ru$mu$san asu$msi ke$rja yang ditawarkan ole$h data te$rse$bu$t.23 U$ntu$k me$ne$ntu$kan 

ke$absahan data, dilaku$kan pe$nilaian dan pe$nge$lompokan te$rhadap te$mu$an 

bahan hu$ku$m prime$r dan se$ku$nde$r yang te$lah diku$mpu$lkan se$su$ai de$ngan 

harapan. Hal ini me$nghasilkan data yang le$bih se$de$rhana, mu$dah dibaca dan 

dipahami. Pe$ne$litian ini me$mbagi me$todologi analisis bahan hu$ku$m be$riku$t ke$ 

dalam du$a kate$gori: 

a. Analisis De$skriptif 

Pe$ne$litian de$skriptif ku$alitatif me$ru$pakan je$nis pe$ne$litian yang 

be$ru$paya me$nye$lidiki be$rbagai isu$ yang ada di masyarakat hu$ku$m, se$rta 

be$rbagai prose$s yang be$rlaku$ dalam ke$hidu$pan se$hari-hari dan situ$asi 

te$rte$ntu$.24 Data yang te$lah diorganisasikan se$cara siste$matis ke$mu$dian 

                                                 
23 Wijaya, Hengki. Analisis data kualitatif teori konsep dalam penelitian pendidikan. Sekolah Tinggi 

Theologia Jaffray, Makassar, 2020, Hlm. 43. 
24 Sari, Ifit Novita, et al. Metode penelitian kualitatif. Unisma Press, Malang, 2022, Hlm. 225. 
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dike$nai analisis de$skriptif ku$alitatif u$ntu$k me$nghasilkan gambaran masalah 

yang siste$matis, faktu$al, dan aku$rat dalam konte$ks re$alitas di lapangan, 

karakte$ristik, dan hu$bu$ngan antar fe$nome$na yang dite$liti gu$na me$ne$mu$kan 

solu$sinya. Se$te$lah langkah analitis, prose$s sinte$sis yang me$narik dilaku$kan 

u$ntu$k me$nghu$bu$ngkan pe$rnyataan masalah, tu$ju$an pe$nu$lisan, dan argu$me$n 

yang mu$ncu$l. Le$bih jau$h, ge$ne$ralisasi yang lu$as dapat dibu$at, dan be$rbagai 

me$tode$ disarankan u$ntu$k me$ngarahkan ke$mbali pe$mikiran. 

b. Analisis Isi 

Analisis isi me$ru$pakan su$atu$ pe$nde$katan pe$ne$litian u$ntu$k me$narik 

ke$simpu$lan de$ngan me$nge$nali ciri-ciri te$rte$ntu$ dari su$atu$ komu$nikasi se$cara 

obje$ktif dan siste$matis. Se$cara u$mu$m, analisis isi be$ru$saha me$ngide$ntifikasi 

data te$rse$mbu$nyi dalam mate$ri yang dise$diakan dalam me$dia atau$ te$ks. 

Su$bstansi analisis ini dapat be$ru$pa kata-kata, makna, gambar, simbol, ide$, 

opini, te$ma, atau$ se$ju$mlah pe$san yang dapat dire$pre$se$ntasikan.25 Dalam 

pe$ne$litian ini, pe$ne$liti me$laku$kan analisis isi bahan hu$ku$m, khu$su$snya hasil 

wawancara, u$ntu$k me$ncapai pe$ndapat te$ntang ru$mu$san masalah, tu$ju$an 

pe$nu$lisan, dan disku$si yang dilaku$kan u$ntu$k me$ngatasi masalah te$rse$bu$t. 

1.6.6. Lokasi Penelitian  

Pe$ne$litian ini dilaksanakan di Ke$jaksaan Ne$ge$ri Sidorjo yang be$ralamat 

di Jalan Su$ltan Agu$ng No.36 Sidoku$mpu$l, Gajah Timu$r, Mage$rsari, Kabu$pate$n 

Sidoarjo, Jawa Timu$r. Lokasi Pe$ne$litian ini se$su$ai de$ngan te$mpat prose$s 

pe$nanganan  pe$rkara kasu$s Pu$ngli di de$sa Kle$te$k.  

                                                 
25 Ibid, hlm. 92 
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1.6.7. Sistematika Penulisan 

Siste$matika pe$nu$lisan dalam pe$ne$litian ini dibagi me$njadi 4 (e$mpat) 

bab, de$ngan su$b-bab yang me$ngu$raikan se$tiap bagian pe$ne$litian u$ntu$k 

me$mu$dahkan pe$mahaman dan se$su$ai de$ngan kaidah pe$nu$lisan hu$ku$m. Be$riku$t 

rincian siste$matika pe$nu$lisan: 

Bab I me$mbahas pe$ndahu$lu$an yang be$risi u$raian u$mu$m te$ntang pokok-

pokok pe$rmasalahan yang dite$liti. Bab ini te$rdiri dari be$be$rapa su$b-bab, yaitu$ 

su$b-bab pe$rtama me$nge$nai latar be$lakang masalah, su$b-bab ke$du$a me$nge$nai 

ru$mu$san masalah, su$b-bab ke$tiga me$nge$nai tu$ju$an pe$ne$litian, su$b-bab ke$e$mpat 

me$nge$nai manfaat pe$ne$litian, dan su$b-bab ke$lima me$nge$nai ke$aslian pe$ne$litian, 

su$b-bab ke$e$nam me$nge$nai me$todologi pe$ne$litian yang digu$nakan dalam 

pe$ne$litian, su$b-bab ke$tu$ju$h me$nge$nai tinjau$an pu$staka. 

Bab II me$mbahas me$nge$nai ru$mu$san masalah pe$rtama yaitu$ u$paya 

pe$ne$gakan hu$ku$m dalam me$nanggu$langi pu$ngu$tan liar. Bab ini te$rdapat 2 (du$a) 

su$b- bab, yaitu$ su$b bab pe$rtama be$risi Me$kanisme$ pe$ne$gakan hu$ku$m tindak 

pidana pu $ngu$tan liar PTSL yang dilaku $kan ole$h pe$rangkat de$sa di Ke$jaksaan 

Ne$ge$ri Sidoarjo dan su$b-bab ke$du$a me$mbahas me$nge$nai Analisis pe$ne$gakan 

hu$ku$m tindak pidana pu $ngu$tan liar PTSL yang dilaku $kan ole$h pe$rangkat de$sa 

di Ke$jaksaan Ne$ge$ri Sidoarjo.      

Bab III me$mbahas me$nganai ru$mu$san masalah ke$du$a yaitu$ faktor 

pe$nghambat dalam pe$nanganan pe$rkara pu$ngli de$sa kle$te$k, dalam bab ini 

te$rdapat 2 (du$a) su$b-bab, su$b-bab pe$rtama me$nje$laskan me$nge$nai ke$ndala  

dalam pe$ne$gakan hu$ku$m tindak pidana pu$ngu$tan liar pe$laksanaan PTSL yang 
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dilaku$kan ole$h pe$rangkat de$sa di Ke$jaksaan Ne$ge$ri Sidoarjo dan su$b-bab ke$du$a 

me$mbahas me$nge$nai solu$si dalam me$nanggu$langi tindak pidana pu $ngu$tan liar 

PTSL yang dilaku $kan ole$h pe$rangkat de$sa di Ke$jaksaan Ne$ge$ri Sidoarjo.  

Bab IV be$risi pe$nu$tu$p yang te$rdiri dari ke$simpu$lan yang me$ru$pakan 

jawaban yang singkat dan je$las atas pe$mbahasan atas analisa yang te$lah 

diu$raikan dalam bab-bab se$be$lu$mnya dan te$rdapat saran yang me$ru$pakan 

re$kome$ndasi atau$ pre$spe$ktif te$rhadap kasu$s-kasu$s se$je$nis di masa yang akan 

datang.  
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Tabel 3 Jadwal Penelitian 

 

 

 

 

1.7. Tinjauan Pustaka 

No Tahap 

Bulan 

Okt 

2024 

Nov 

2024 

Des 

2024 

Jan 

2025 

Feb 

2025 

March 

2025 

April 

2025 

Mei 

2025 

1. Pengajuan Judul                                 

2. Penetapan Judul                                 

3. Bimbingan Proposal 

Skripsi 

                                

4. Pengerjaan 

Proposal Skripsi 

                                

5. Revisi Draft 

Proposal Skripsi 

oleh dosen 

pembimbing 

                                

6. Seminar Proposal 

Skripsi 

                                

7. Permohonan dan 

Pengajuan Surat Izin 

Penelitian ke Instansi 

                                

8. Pengumpulan Data                                 

9, Revisi Proposal 

Skripsi oleh dosen 

penguji 

                                

10. Pengumpulan 

Proposal Skripsi 

                                

11. Bimbingan Skripsi                                 

12. Pengerjaan Skripsi                                 

13. Bimbingan Skripsi                                 

14. Pengumpulan data                                 

15. Revisi Draft Skripsi 

oleh dosen 

pembimbing 
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1.7.1. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum 

1.7.1.1 Pengertian Penegakan Hukum 

 

Pe$ne$gakan hu$ku$m me$ru$pakan u$paya u$ntu$k me$wu$ju$dkan konse $p 

ke$adilan, ke$pastian hu$ku$m, dan ke$manfaatan sosial.26 Jadi, pada hakikatnya 

pe$ne$gakan hu$ku$m me$ru$pakan prose$s me$wu$ju$dkan gagasan me$njadi 

tindakan. Pe$ne$gakan hu$ku$m me$ru$pakan praktik yang be$ru$paya me$lindu$ngi 

atau$ me$ne$rapkan norma hu$ku$m dalam ke$hidu$pan nyata se$bagai pe$doman 

bagi para pe$laku$ pe$langgar hu$ku$m dalam ke$hidu$pan be$rmasyarakat dan 

be$rne$gara.27 Pe$ne$gakan hu$ku$m me$ru$pakan u$paya u$ntu$k me$wu$ju$dkan 

harapan dan cita-cita hu$ku$m masyarakat.28 Dalam hal ini, pe$ne$gakan hu$ku$m 

me$ru$pakan prose$du$r yang be$rtahap. 

Pe$ne$gakan hu$ku$m pidana dapat dide$finisikan se$bagai pe$ne$gakan 

hu$ku$m ole$h age$n pe$ne$gak hu$ku$m dan siapa pu$n yang be$rke$pe$ntingan, 

se$jalan de$ngan ke$we$nangan khu$su$s me$re$ka dan pe$rsyaratan hu$ku$m yang 

se$su$ai.29 Pe$ne$gakan hu$ku$m pidana me$ru$pakan kompone$n ke$bijakan pidana 

se$bagai bagian dari strate$gi pe$mbe$rantasan ke$jahatan yang le$bih be$sar. 

Me$skipu$n de$mikian, pe$ne$gakan hu$ku$m pidana bu$kanlah satu$-satu$nya 

harapan u$ntu$k me$nye $le$saikan atau$ me$ngatasi ke$jahatan se$cara me$nye $lu$ru$h. 

                                                 
26 Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan 

dan Kemanfaatan." Warta Dharmawangsa Vol 13, No 1, (2019), hlm. 59. 
27 Tardjono, Heriyono. "Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang 

Berkeadilan Di Indonesia." Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan Vol 3, No 2, (2021), hlm. 51-

64. 
28 Rahman, M. Gazali, and Sahlan Tomayahu. "Penegakan Hukum Di Indonesia." Jurnal Al 

Himayah Vol 4, No 1, (2020), hlm. 142-159. 
29 Jainah, Zainab Ompu. Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana 

Narkotika-Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2021, Hlm. 28. 



 

 

 

 

 

29  

Pe$ne$gakan hu$ku$m ini be$rfu$ngsi se$bagai ke$pe$ntingan ke$se$lamatan manu$sia. 

U$ntu$k me$lindu$ngi ke$pe$ntingan manu$sia, hu$ku$m haru$s dite$gakkan.30 

Pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan dapat dilaksanakan se$cara alami dan damai, 

te$tapi dapat ju$ga timbu$l se$bagai akibat dari pe$langgaran hu$ku$m. Dalam 

ske$nario ini, hu$ku$m yang te$lah dilanggar haru$s dite$gakkan. Pe$ne$gakan 

hu$ku$m me$mbu$at hu$ku$m me$njadi nyata.31 

1.7.1.2 Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana 

 

Pe$ne$gakan hu$ku$m pidana me$miliki be$rbagai tu $ju$an yang be$rbe$da. 

Be$rbagai tahapan se $bagai u $paya atau$ prose$du$r yang wajar yang se $ngaja 

dirancang u $ntu$k me$ncapai tu $ju$an te$rte$ntu$. Tahap-tahap te$rse$bu$t adalah:32 

a. Tahap pe$ru$mu$san 

Tahap abstrak pe$ne$gakan hu $ku$m pidana dilaku $kan ole$h badan le$gislatif 

yang me$milih se$su$ai de$ngan ke$adaan dan situ $asi saat ini dan masa 

me$ndatang, ke$mu$dian me$ru$mu$skannya dalam be $ntu$k pe$ratu $ran 

pe$ru$ndang-u$ndangan yang te$rbaik dalam arti me$me$nu$hi syarat ke$adilan 

dan ke$manfaatan. Tahap ini dike $nal se$bagai tahap ke$bijakan 

pe$ru$ndang-u$ndangan. 

 

 

                                                 
30 Nisa, Anika Ni'matun. "Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup untuk 

mewujudkan pembangunan berkelanjutan (studi kasus kebakaran hutan di indonesia)." Jurnal Bina 

Mulia Hukum Vol 4, No 2, (2020), hlm. 294-312. 
31 Harahap, Irwan Safaruddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual 

dalam Perspektif Hukum Progresif." Jurnal Media Hukum. Vol 23. No 1 (2016), hlm. 37-47. 
32 Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia." Tarbiyah bil Qalam: 

Jurnal Pendidikan Agama dan Sains Vol 6, No 1, (2022), hlm. 49-58. 
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b. Tahap pe$ne$rapan. 

Tahap pe$ne$gakan pe$ratu $ran pe$ru$ndang-u$ndangan pidana ole $h aparat 

pe$ne$gak hu$ku$m, dimu $lai dari ke$polisian dan be$rlanju $t ke$ pe$ngadilan. 

Aparat pe$ne$gak hu$ku$m be$rtanggu$ng jawab u $ntu$k me$laksanakan dan 

me$ngimple$me$ntasikan pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan pidana yang 

dite$tapkan ole$h pe$mbu $at u$ndang-u$ndang. Me$re$ka haru$s me$nju$nju $ng 

tinggi cita-cita ke$adilan dan ke$manfaatan. Tahap ini dike $nal se$bagai 

tahap yu$disial. 

c. Tahap pe$laksanaan. 

Tahap pe$ne$gakan hu$ku$m, khu$su$snya ole$h aparat pe$ne$gak hu$ku$m. Pada 

titik ini, aparat pe$ne$gak hu$ku$m pidana be$rtanggu$ng jawab u $ntu $k 

me$laksanakan pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan yang te $lah dite$tapkan 

ole$h pe$mbu$at u$ndang-u$ndang de$ngan me$njatu$hkan sanksi pidana 

be$rdasarkan pu$tu$san pe$ngadilan. 

De$ngan de$mikian, dalam me $laksanakan sanksi pidana yang te $lah 

dite$tapkan di pe$ngadilan, aparat pe $ne$gak hu$ku$m pidana haru $s be$rpe$doman 

pada pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan pidana yang te $lah dite$tapkan  ole$h 

pe$mbu $at u$ndang-u$ndang, se$rta pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan yang 

be$rlaku$.33 

 

 

                                                 
33 Rahmanto, Tony Yuri, J. H. R. S. Kav, and Jakarta Selatan Kuningan. "Penegakan Hukum 

Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik." Jurnal Penelitian Hukum De 

Jure Vol 19, No 1, (2019), hlm. 31. 
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1.7.1.3 Faktor Penegakan Hukum 

 

Pe$ne$gakan hu$ku$m pidana be$rtu$ju$an u$ntu$k me$wu$ju$dkan ke$ru$ku$nan 

masyarakat. Soe $rjono Soe$kanto me$nde$finisikan pe$ne$gakan hu$ku$m se$bagai 

prose$s pe$nye$larasan cita-cita me$lalu$i norma dan sikap u$ntu$k me$njaga 

ke$ru$ku$nan masyarakat.34 Pe$ne$gakan hu$ku$m dipe$ngaru$hi ole$h faktor-faktor 

be$riku$t. 

1. Aspe$k hu$ku$m itu $ se$ndiri (pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan). 

2. Pe$rtimbangan pe$ne$gakan hu $ku$m, te$rmasu $k pihak-pihak yang 

be$rtanggu$ng jawab dalam me$ne$gakkan hu$ku$m. 

3. Pe$rtimbangan te$rkait sarana yang me $mbantu$ pe$ne$gakan hu$ku$m. 

4. Pe$rtimbangan masyarakat, te $rmasu$k lingku $ngan te$mpat hu$ku$m itu $ 

be$rlaku$ atau$ dite$rapkan. 

5. U$nsu$r bu$daya, te$rmasu$k u$nsu$r u$saha, cipta, dan pe$rasaan yang timbu $l 

kare$na pilihan manu$sia dalam situ $asi sosial.35 

Be$rdasarkan u $raian di atas, dapat disimpu $lkan bahwa jaminan 

ke$adilan dan ke$pastian hu $ku$m dalam pe$ne$gakan hu $ku$m se$ku$rang-

ku$rangnya haru $s me$me$nu$hi tiga (tiga) syarat, yaitu $: (1) adanya pe$ratu $ran 

pe$ru$ndang-u$ndangan; (2) adanya aparat dan le $mbaga yang akan 

me$ne$gakkan pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan, yaitu $ ke$polisian, ke$jaksaan, 

                                                 
34 Paruki, Novia Rahmawati A., and Ahmad Ahmad. "Efektivitas Penegakan Hukum Tambang 

Ilegal." Batulis Civil Law Review Vol 3, No 2, (2022), hlm. 177-186. 
35 Akhmaddhian, Suwari. "Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)." UNIFIKASI: Jurnal 

Ilmu Hukum Vol 3, No 1, (2016), hlm. 1-35. 
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dan hakim; dan (3) adanya ke$sadaran hu$ku$m pada masyarakat yang 

te$rke$na dampak pe$ratu$ran te$rse$bu$t.36 

1.7.2. Tinjauan Tentang Pungutan Liar (Pungli) 

1.7.2.1 Definisi Pungutan Liar (Pungli) 

 

Se$cara bahasa, pu$ngli te$rbagi me$njadi du$a kata, yaitu$ pu$ngu$tan liar 

dan liar. Me$nu$ru$t Kamu$s Be$sar Bahasa Indone$sia Konte$mpore$r, pu$ngli 

be$rarti pe$mu$ngu$tan barang, se$dangkan liar be$rarti me$laku$kan tindakan 

se$cara ge$gabah, me$langgar norma, dan tidak diaku$i ole$h yang be$rwe$nang.37 

Se$pe$rti yang dapat dilihat, pu$ngli diartikan se$bagai pe$ngambilan barang 

se$cara tidak wajar dan me$langgar ke$te$ntu$an yang be$rlaku$.38 Se$cara u$mu$m, 

pu$ngli adalah tindakan me$minta se$ju$mlah u$ang atau$ barang tanpa izin re$smi 

dan se$cara diam-diam dari aparat pe$ne$gak hu$ku$m.39 Jika dikaji le$bih 

me$ndalam, pu$ngli be$rarti se$gala be$ntu$k pu$ngu$tan liar tidak re$smi yang tidak 

me$miliki dasar hu$ku$m. 

Pu$ngu$tan liar adalah tindakan ile$gal di mana se$se$orang me$mu$ngu $t 

pu$ngu$tan u$ntu$k ke$u$ntu$ngan pribadi.40 Pu$ngu$tan liar te$lah me$njadi bu$daya 

                                                 
36 Hasibuan, Mutiara Nora Peace, and Mujiono Hafidh Prasetyo. "Kedudukan Advokat Dalam 

Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." Jurnal Ius Constituendum Vol 7, No 1, (2022), hlm. 159-

176. 
37 Rohaya, Yoyo, Dede Sumiati, and Cicik Komalasari. "Pungutan Liar Pada Penyelenggara 

Pendidikan Dasar Dalam Perspektif Budaya Hukum." Journal Presumption of Law Vol 5, No 2, 

(2023), hlm. 171-187. 
38 Siregar, Rija Heri Safutra. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar Yang 

Dilakukan Oknum Perangkat Desa (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan)." Jurnal Ilmiah Mahasiswa 

Hukum [JIMHUM] Vol 2, No 6, (2022), hlm. 666-677. 
39 Rohaya, Yoyo, Dede Sumiati, and Cicik Komalasari. "Pungutan Liar Pada Penyelenggara 

Pendidikan Dasar Dalam Perspektif Budaya Hukum.” Journal Presumption of Law Vol 5, No 2, 

(2023), hlm. 171-187. 
40 Hidayatulloh, Mohammad Riyan. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pungutan Liar Oleh 

Penyelenggara Parkir Ilegal." Jurnal Legisia Vol 15, No 1, (2023), hlm. 36-49. 
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yang dile$mbagakan, kanke$r masyarakat yang te$lah me$rasu$ki masyarakat 

dari atas ke$ bawah. Pu$ngu$tan liar ju$ga dapat dide$finisikan se$bagai 

pe$nyalahgu$naan we$we$nang yang me$layani ke$pe$ntingan pihak yang 

me$mbayar pu$ngu$tan.41 Masalah pu$ngu$tan liar te$lah me$njadi pe$nyakit di 

masyarakat, dan te$lah banyak dipe$rde$batkan dalam be$be$rapa tahu$n te$rakhir. 

Banyaknya pe$laku$ yang me$nghindari pe$ngawasan ke$amanan ne$gara te$lah 

me$ngakibatkan me$re$baknya pu$ngu$tan liar di banyak lokasi, me$nye$babkan 

masyarakat me$njadi ge$lisah. Pu$ngu$tan liar te$lah me$njadi tindak pidana yang 

dike$nal lu$as. Pu$ngu$tan liar dan koru$psi adalah hal yang sama, ke$du$anya 

me$nge$ksploitasi we$we$nang u$ntu$k me$ndapatkan ke$u$ntu$ngan se$ndiri de$ngan 

me$langgar atu$ran.42 

Pu$ngu$tan liar te$rmasu$k dalam kate$gori tindak pidana jabatan, yaitu $ 

tindakan pe$jabat yang me$nyalahgu$nakan we$we$nangnya u$ntu$k me$maksa 

se$se$orang me$mbe$rikan se$su$atu$, me$mbayar se$ju$mlah u$ang, me$mpe$role$h 

pe$mbayaran de$ngan potongan harga, atau$ me$laku$kan se$su$atu$ u$ntu$k 

ke$pe$ntingan dirinya se$ndiri, baik u$ntu$k ke$u$ntu$ngan pribadi mau$pu$n orang 

lain.43 Pu$ngu$tan liar yang tidak me$miliki dasar hu$ku$m yang sah dapat 

dianggap se$bagai tindakan maladministrasi.44 Maladministrasi me$nu$ru$t 

                                                 
41 Wibowo, Anastasia Pricillia. "Pungutan Pemerintahan Desa Terhadap Masyarakat Sebagai 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." Jurnal Hukum Bisnis. Vol 7. No 2 (2023), hlm. 1037-1050. 
42 Wiguna, I. Wayan Arsa Yogi, I. Nyoman Sujana, and I. Nyoman Gde Sugiartha. "Tinjauan Yuridis 

terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar (Pungli)." Jurnal Preferensi Hukum Vol 1, No 2, (2020), 

hlm. 139-144. 
43 Rosikah, Chatrina Darul, and Dessy Marliani Listianingsih. Pendidikan antikorupsi: Kajian 

antikorupsi teori dan praktik. Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 17.  
44 Keliat, Chairunnisa. "Kebijakan Pidana dalam Penanggulangan Pungutan Liar Pembuatan Kartu 

Tanda Penduduk oleh Oknum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil." Jurnal SOMASI (Sosial 

Humaniora Komunikasi) Vol 1, No 1, (2020), hlm. 60-74. 
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U$ndang-U$ndang Nomor 37 Tahu$n 2008 te$ntang Ombu$dsman Re$pu$blik 

Indone$sia dide$finisikan se$bagai pe$rbu$atan atau$ pe$rilaku$ yang me$langgar 

hu$ku$m, te$rjadi di lu$ar ke$we$nangan, me$nggu$nakan ke$we$nangan u$ntu$k tu$ju$an 

lain yang tidak se$su$ai de$ngan ke$we$nangan te$rse$bu$t, dan te$rmasu$k 

pe$ngabaian atau$ ke$lalaian te$rhadap ke$wajiban hu$ku$m.45 

1.7.2.2 Unsur-Unsur Pungutan Liar 

 

Pu$ngu$tan liar me$mpu$nyai u$nsu$r-u$nsu$r yang te $rdiri dari u$nsu $r 

obje$ktif dan u$nsu$r su$bje$ktif, me$lipu$ti:46 

1. U$nsu$r Obje$ktif 

a. Pe$gawai ne$ge$ri atau$ pe$nye $le$nggara ne$gara (de$amtne$aar) 

b. Me$nyalahgu $nakan ke$ku$asaan (misbru$ik van ge$zag) 

c. Me$maksa se$se$orang (ie$mand dwige$n om) u$ntu$k: 

1) Me$mbe$rikan se$su$atu$ 

2) Me$mbayar 

3) Me$ne$rima pe$mbayaran de$ngan potongan harga 

4) Me$nge$rjakan se$su$atu$ u$ntu$k diri se$ndiri 

2. U$nsu$r Su$bje$ktif 

Dalam pu$ngu$tan liar yang te $rmasu$k u $nsu$r su$bje$ktif dalam hal 

ini diatu$r dalam ru$mu$san tindak pidana koru $psi pada Pasal 12 hu $ru$f e $ 

                                                 
45 Sudirman, Muhammad Anshori, Amiruddin Amiruddin, and Lalu Parman. "Tindakan 

maladministrasi dalam perspektif tindak pidana korupsi." Pagaruyuang Law Journal Vol 3, No 

2,(2020), hlm. 232-258. 
46 Ramadhani, Wahyu. "Penegakan hukum dalam menanggulangi pungutan liar terhadap pelayanan 

publik." Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12, No 2, (2017), hlm. 263-276. 
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U$ndang-U$ndang Nomor 20 Tahu $n 2001 yang be$rsu$mbe$r dari Pasal 423 

KU$HP adalah:47 

a. Atau$ de$ngan maksu$d me$ngu$ntu$ngkan diri se$ndiri atau$ orang lain 

se$cara me$lawan hu$ku$m. 

b. Me$mpe$role$h ke$u$ntu $ngan se$cara me$lawan hu $ku$m 

Dilaku$kan ole$h orang u $ntu$k ke$pe$ntingan pribadi yang 

be$rte$ntangan de$ngan hu $ku$m positif. Ada be $be$rapa faktor yang 

me$nye $babkan pe$laku$ me$laku$kan pe$rbu$atan pu$ngu$tan liar, yaitu $:48 

a. Pe$nyalahgu $naan we$we$nang, me$mpu $nyai ke$se$mpatan se$bagai 

pe$jabat 

b. Moral dan e$tika yang bu $ru$k 

c. Pe$ndapatan yang minim, gaji yang dibe $rikan pe$me$rintah 

sangat te$rbatas 

d. Bu$daya yang te $rbe$ntu$k se$cara te$ru$s me$ne$ru$s dalam su $atu$ 

le$mbaga anti pu $ngli dapat me$nye$babkan hal ini sangat marak 

te$rjadi  

e. Ke$sadaran hu$ku$m yang re$ndah 

f. Ku$rangnya pe$mahaman te$rhadap ajaran agama 

 

                                                 
47 Ibid, hlm. 263. 
48 Ibid, hlm. 263. 
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1.7.3. Tinjauan Tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL) 

1.7.3.1 Pengertian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 

 

Pe$ndaftaran Tanah Siste$matis Le$ngkap (PTSL) adalah ke$giatan 

pe$ndaftaran tanah yang u$ntu$k pe$rtama kali dilaku$kan se$cara se$re$ntak 

te$rhadap se$mu$a obye$k pe$ndaftaran tanah di se$lu$ru$h wilayah Ne$gara 

Ke$satu$an Re$pu$blik Indone$sia dalam satu$ de$sa/ke$lu$rahan atau$ nama lain 

yang se$tingkat, dan me$lipu$ti pe$ngu$mpu$lan data fisik dan data hu$ku$m 

me$nge$nai satu$ atau$ le$bih obye$k pe$ndaftaran tanah u$ntu$k ke$pe$rlu$an 

pe$ndaftaran. 

Se$su$ai de$ngan Pe$tu$nju$k Te$knis Nomor 1/Ju$knis-

100.HK.02.01/III/2020 Te$ntang Pe$nye $le$nggaraan Pe$ndaftaran Tanah 

Siste$matis Le$ngkap Anggaran Tahu$n 2020, obje$k PTSL me$lipu$ti se$lu$ru$h 

bidang tanah tanpa ke$cu$ali, baik bidang tanah yang be$lu$m me$mpu$nyai hak 

atas tanah mau$pu$n bidang tanah yang te$lah me$mpu$nyai hak dalam rangka 

pe$ningkatan ku$alitas data pe$ndaftaran tanah. Obje$k te$rse$bu$t me$lipu$ti bidang 

tanah yang te$lah me$mpu$nyai batas atau$ yang akan dite$tapkan dalam 

pe$laksanaan ke$giatan PTSL. Apabila lokasi yang dite$tapkan se$bagai obje $k 

PTSL te$rdapat obje$k land re$form yang tidak lagi me$me$nu$hi pe$rsyaratan, 

maka se$cara otomatis tanah te$rse$bu$t dike$lu$arkan dari obje$k land re$form dan 

pe$laksanaan pe$ndaftaran tanah dilaku$kan me$lalu$i me$kanisme$ PTSL. 

Pe$me$rintah masih me$ne$mu$kan banyak tanah yang be$lu$m 

be$rse$rtifikat di Indone$sia. Se$rtifikat tanah sangat pe$nting u$ntu$k dimiliki 
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kare$na me$nu$nju$kkan pe$ngu$asaan masyarakat te$rhadap tanah te$rse$bu$t. Ole$h 

kare$na itu$, adanya program PTSL me$nu$nju$kkan tu$ju$an pe$me$rintah u$ntu$k 

me$mbe$rikan ke$pastian hu$ku$m ke$pada masyarakat.49  

1.7.3.2 Tujuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 

 

Be$rdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Pe$ratu$ran Me$nte$ri Agraria dan Tata 

Ru$ang/Ke$pala Badan Pe$rtanahan Nasional Nomor 6 Tahu$n 2018 te$ntang 

Pe$ndaftaran Tanah Siste$matis Le$ngkap, tu$ju$an program PTSL adalah 

me$mbe$rikan ke$pastian hu$ku$m dan pe$rlindu$ngan hu$ku$m atas hak atas tanah 

masyarakat se$cara pasti, se$de$rhana, ce$pat, lancar, aman, adil, me$rata, dan 

te$rbu$ka. Se$me$ntara itu$, te$rkait tu$ju$an pe$nye$le$nggaraan pe$ngu$ku$ran dan 

pe$me$taan tanah se$cara siste$matis le$ngkap yang dike$lompokkan dalam satu$ 

wilayah de$sa/ke$lu$rahan, me$lipu$ti: 

1. Pe$ngu$ku$ran dan pe$me$taan tanah yang sporadis me $mbu$tu$hkan waktu $ 

le$bih lama. 

2. Pe$tu$gas pe$ngu$ku$ran dapat be$rkoordinasi dan be$rge$rak le$bih mu$dah. 

3. Tanah yang be$lu$m te$rdaftar dan te$rdaftar di de$sa atau$ ke$camatan yang 

sama dapat diide$ntifikasi se$cara be$rsamaan. 

4. Lahan yang be$rmasalah dapat te$rde$te$ksi se$cara be$rsamaan di satu $ de$sa 

atau$ wilayah ke$camatan. 

5. Pe$rse$tu$ju$an batas wilayah yang be$rde$katan, yang se$ring dike$nal de$ngan 

konse$p de$limitasi paradoks, le$bih mu$dah dilaksanakan. 

                                                 
49 Putrisasmita, Gianny. "Kedudukan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam 

Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Pertanahan Di 

Indonesia." LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol 3, No 1, (2023), hlm. 

18-36. 
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6. Pe$ta pe$ndaftaran tanah dapat dise$mpu$rnakan atau$ dise$le$saikan.50 

Be$rdasarkan tu$ju$an yang te$lah dise$bu$tkan di atas, bahwa PTSL 

me$ru$pakan inisiatif yang dise$le$nggarakan ole$h pe$me$rintah, yaitu $ 

Ke$me$nte$rian Agraria dan Tata Ru$ang/Badan Pe$rtanahan Nasional. Program 

ini me$miliki tu$ju$an te$rte$ntu$ dan diharapkan dapat te$rlaksana de$ngan bantu$an 

be$rbagai pe$mangku$ ke$pe$ntingan, khu$su$snya masyarakat. 

1.7.3.3 Tahapan-Tahapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL) 

Pasal 3 ayat (4) Pe$ratu$ran Me$nte$ri Agraria dan Tata Ru$ang/Ke$pala 

Badan Pe$rtanahan Nasional Nomor 12 Tahu$n 2017 te$ntang Pe$rce$patan 

Pe$ndaftaran Tanah Siste$matis Le$ngkap me$ne$ntu$kan bahwa Pe$laksanaan 

PTSL dilaku$kan de$ngan be$be$rapa tahapan yang te$rdiri dari :  

1. Pe$re$ncanaan dan pe$rsiapan 

2. Pe$ne$tapan lokasi ke$giatan PTSL 

3. Pe$mbe$ntu$kan dan pe$ne$tapan Panitia Aju$dikasi PTSL 

4. Pe$nyu$lu$han 

5. Pe$ngu$mpu$lan Data Fisik dan Data Yu$ridis bidang tanah 

6. Pe$me$riksaan tanah 

7. Pe$ngu$mu$man Data Fisik dan Data Yu$ridis bidang se$rta pe$mbu$ktian hak 

8. Pe$ne$rbitan ke$pu$tu$san pe$mbe$rian atau$ pe$ngaku$an Hak atas Tanah 

9. Pe$mbu$ku$an dan pe$ne$rbitan Se$rtipikat Hak atas Tanah;dan 

                                                 
50 Mirza, Tony. "Implementasi kebijakan pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah sistematis 

lengkap (PTSL)(studi kasus pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir)." Jurnal 

Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 2, (2019), hlm. 82-94. 
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10. Pe$nye$rahan Se$rtipikat Hak atas Tanah.  

Be$rdasarkan Ke$te$ntu$an Pasal 3 ayat (4) bahwa tahapan dalam 

pe$laksanaan pe$ndaftaran tanah siste$matis le$ngkap (PTSL) haru$s 

dilaksanakan se$su$ai obye $k, su$bye$k, atas hak, dan prose$s se$rta pe$mbiayaan 

ke$giatan program PTSL. 

1.7.3.4 Dasar Hukum Pendataftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL) 

Dasar hu$ku$m dise$le$nggarakannya program PTSL be $rdasarkan 

Pe$ratu $ran Me$nte$ri Agraria dan Tata Ru $ang/Ke$pala Badan Pe$rtanahan 

Nasional Re$pu$blik Indone$sia Nomor 6 Tahu $n 2018 te $ntang Pe$ndaftaran 

Tanah Siste$matis Le$ngkap: 

1. U$ndang-U$ndang Nomor 5 Tahu $n 1960 te$ntang Pe$ratu $ran Dasar Pokok-

Pokok Agraria (Le$mbaran Ne$gara Re$pu$blik Indone$sia Tahu$n 1960 

Nomor 104, Tambahan Le$mbaran Ne$gara Re$pu$blik Indone$sia Nomor 

2043); 

2. U$ndang-U$ndang Nomor 11 Tahu $n 2008 te $ntang Informasi dan 

Transaksi E$le$ktronik (Le$mbaran Ne$gara Re$pu$blik Indone$sia Tahu $n 

2008 Nomor 58, Tambahan Le $mbaran Ne$gara Re$pu$blik Indone$sia 

Nomor 4843) se$bagaimana te$lah diu $bah de$ngan U$ndang-U$ndang 

Nomor 19 Tahu$n 2016 te$ntang Pe$ru$bahan atas U$ndang-U$ndang Nomor 

11 Tahu$n 2008 te$ntang Informasi dan Transaksi E $le$ktronik (Le$mbaran 

Ne$gara Re$pu$blik Indone$sia Tahu$n 2016 Nomor 251, Tambahan 

Le$mbaran Ne$gara Re$pu$blik Indone$sia Nomor 5952); 
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3. U$ndang-U$ndang Nomor 14 Tahu $n 2008 te$ntang Ke$te$rbu$kaan Informasi 

Pu$blik (Le$mbaran Ne$gara Re$pu$blik Indone$sia Tahu $n 2008 Nomor 61, 

Tambahan Le $mbaran Ne$gara Re$pu$blik Indone$sia Nomor 4846); 

4. U$ndang-U$ndang Nomor 4 Tahu $n 2011 te$ntang Informasi Ge$ospasial 

(Le$mbaran Ne$gara Re$pu$blik Indone$sia Tahu $n 2011 Nomor 49, 

Tambahan Le $mbaran Ne$gara Re$pu$blik Indone$sia Nomor 5214); 

5. U$ndang-U$ndang Nomor 1 Tahu $n 2022 te$ntang Hu$bu$ngan Ke$u$angan 

Antara Pe$me$rintah Pu $sat dan Pe$me$rintah Dae$rah (Le$mbaran Ne$gara 

Re$pu$blik Indone$sia Tahu $n 2022 Nomor 4, Tambahan Le $mbaran 

Ne$gara Re$pu$blik Indone$sia Nomor 6757); 

6. Pe$ratu$ran Pe$me$rintah Nomor 24 Tahu $n 1997 te$ntang Pe$ndaftaran 

Tanah (Le$mbaran Ne$gara Re$pu$blik Indone$sia Tahu $n 1997 Nomor 59, 

Tambahan Le $mbaran Ne$gara Re$pu$blik Indone$sia Nomor 3696); 

7. Pe$ratu$ran Pe$me$rintah Nomor 128 Tahu$n 2015 te$ntang Tarif Atas Je$nis 

Pe$ne$rimaan Ne$gara Bu $kan Pajak yang Be $rlaku$ pada Ke$me$nte$rian 

Agraria dan Tata Ru $ang/Badan Pe$rtanahan Nasional (Le$mbaran Ne$gara 

Re$pu$blik Indone$sia Tahu $n 2015 Nomor 351, Tambahan Le $mbaran 

Ne$gara Re$pu$blik Indone$sia Nomor 5804); 

8. Pe$ratu$ran Pe$me$rintah Nomor 18 Tahu$n 2021 te$ntang Hak Pe$nge$lolaan, 

Hak Atas Tanah, Satu $an Ru$mah Su$su$n, dan Pe$ndaftaran Tanah 

(Le$mbaran Ne$gara Re$pu$blik Indone$sia Tahu $n 2021 Nomor 28, 

Tambahan Le $mbaran Ne$gara Nomor 6630); 
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9. Pe$ratu$ran Pre$side$n Nomor 47 Tahu $n 2020 te$ntang Ke$me$nte$rian 

Agraria dan Tata Ru $ang (Le$mbaran Ne$gara Re$pu$blik Indone$sia Tahu $n 

2020 Nomor 83); 

10. Pe$ratu$ran Pre$side$n Nomor 48 Tahu $n 2020 te$ntang Badan Pe$rtanahan 

Nasional (Le $mbaran Ne$gara Re$pu$blik Indone$sia Tahu$n 2020 Nomor 

84); 

11. Instru$ksi Pre$side$n Nomor 2 Tahu $n 2018 te$ntang Pe$rce$patan 

Pe$ndaftaran Tanah Siste$matis Le$ngkap di Se$lu$ru$h Wilayah Re$pu$blik 

Indone$sia; 

12. Instru$ksi Pre$side$n Nomor 5 Tahu $n 2019 te$ntang Pe$nghe$ntian 

Pe$mbe$rian Izin Baru$ dan Pe$nye $mpu$rnaan Tata Ke$lola Hu$tan Alam 

Prime$r dan Lahan Gambu $t; 

13. Pe$ratu$ran Me$nte$ri Ne$gara Agraria/Ke$pala Badan Pe$rtanahan Nasional 

Nomor 3 Tahu$n 1997 te$ntang Ke$te$ntu$an Pe$laksanaan Pe$ratu $ran 

Pe$me$rintah Nomor 24 Tahu $n 1997 te$ntang Pe$ndaftaran Tanah 

se$bagaimana te$lah diu $bah be$be$rapa kali te $rakhir de$ngan Pe$ratu $ran 

Me$nte$ri Agraria dan Tata Ru $ang/Ke$pala Badan Pe $rtanahan Nasional 

Nomor 16 Tahu$n 2021 te$ntang Pe$ru$bahan Ke$tiga atas Pe$ratu $ran 

Me$nte$ri Ne$gara Agraria/Ke$pala Badan  Pe$rtanahan Nasional Nomor 3 

Tahu$n 1997 te$ntang Ke$te$ntu$an Pe$laksanaan Pe$ratu$ran Pe$me$rintah 

Nomor 24 Tahu$n 1997 te$ntang Pe$ndaftaran Tanah (Be$rita Ne$gara 

Re$pu$blik Indone$sia Tahu$n 2021 Nomor 953); 
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14. Pe$ratu$ran Ke$pala Badan Pe$rtanahan Nasional Nomor 1 Tahu $n 2010 

te$ntang Standar Pe$layanan dan Pe$ngatu$ran Pe$rtanahan; 

15. Pe$ratu$ran Me$nte$ri Pe$ke$rjaan U$mu$m dan Pe$ru$mahan Rakyat Nomor 

28/PRT/M/2015 te$ntang Pe$ne$tapan Garis Se$mpa dan Su $ngai dan Garis 

Se$mpadan Danau$ (Be$rita Ne$gara Re$pu$blik Indone$sia Tahu$n 2015 

Nomor 772); 

16. Pe$ratu$ran Me$nte$ri Agraria dan Tata Ru $ang/Ke$pala Badan Pe$rtanahan 

Nasional Nomor 6 Tahu $n 2018 te$ntang Pe$ndaftaran Tanah Siste $matis 

Le$ngkap (Be$rita Ne$gara Re$pu$blik Indone$sia Tahu $n 2018 Nomor 501); 

17. Pe$ratu$ran Me$nte$ri Agraria dan Tata Ru$ang/Ke$pala Badan Pe$rtanahan 

Nasional Nomor 16 Tahu $n 2020 te$ntang Organisasi dan Tata Ke $rja 

Ke$me$nte$rian Agraria dan Tata Ru $ang/Badan Pe $rtanahan Nasional 

(Be$rita Ne$gara Re$pu$blik Indone$sia Tahu$n 2020 Nomor 985); 

18. Pe$ratu$ran Me$nte$ri Agraria dan Tata Ru $ang/Ke$pala Badan Pe$rtanahan 

Nasional Nomor 17 Tahu $n 2020 te$ntang Organisasi dan Tata Ke $rja 

Kantor Wilayah Badan Pe $rtanahan Nasional dan Kantor Pe $rtanahan 

(Be$rita Ne$gara Re$pu$blik Indone$sia Tahu$n 2020 Nomor 986); 

19. Pe$ratu$ran Me$nte$ri Agraria dan Tata Ru $ang/Ke$pala Badan Pe$rtanahan 

Nasional Re$pu$blik Indone$sia Nomor 9 Tahu $n 2021 te$ntang Su$rve$yor 

Be$rlise$nsi; 

20. Pe$ratu$ran Me$nte$ri Agraria dan Tata Ru $ang/Ke$pala Badan Pe$rtanahan 

Nasional Nomor 18 Tahu $n 2021 te$ntang Tata Cara Pe $mbe$rian Hak 
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Pe$nge$lolaan, Hak Atas Tanah, Satu $an Ru $mah Su $su$n dan Pe$ndaftaran 

Tanah (Be$rita Ne$gara Re$pu$blik Indone$sia Tahu $n 2021 Nomor 1202).  

Pasal 2 Pe$ratu$ran Me$nte$ri Agraria dan Tata Ru $ang/Ke$pala Badan 

Pe$rtanahan Nasional Re$pu$blik Indone$sia Nomor 6 Tahu $n 2018 te$ntang 

Pe$ndaftaran Tanah Siste $matis Le$ngkap dalam pe$ratu$rannya me$nye$bu$tkan 

bahwa Pe$ratu$ran Me$nte$ri ini dimaksu $dkan se$bagai pe$doman pe$laksanaan 

ke$giatan PTSL yang dilaksanakan de $sa de$mi de$sa di wilayah kabu$pate$n dan 

ke$lu$rahan de$mi ke$lu$rahan di wilayah pe$rkotaan yang me$lipu$ti se$mu$a bidang 

tanah di se$lu$ru$h wilayah Re$pu$blik Indone$sia dan be$rtu$ju$an u$ntu $k 

me$wu$ju$dkan pe$mbe$rian ke$pastian hu$ku$m dan pe$rlindu $ngan hu$ku$m hak atas 

tanah masyarakat be $rlandaskan asas se$de$rhana, ce$pat, lancar, aman, adil, 

me$rata dan te$rbu$ka se$rta aku$ntabe$l, se$hingga dapat me $ningkatkan 

ke$se$jahte$raan dan ke$makmu $ran Masyarakat dan e $konomi ne$gara, se$rta 

me$ngu$rangi dan me$nce$gah se$ngke$ta dan konflik pe$rtanahan. 

1.7.4. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi di Level Desa 

1.7.4.1 Pengertian Korupsi di Level Desa 

 

Istilah koru$psi be$rasal dari bahasa Latin corru $pti atau$ corru$ptu$s yang 

se$cara harfiah be$rarti ke$bu$su$kan, ke$be$jatan, ke$tidakju $ju$ran, pe$nyu$apan, 

amoralitas, pe$nyimpangan, u $capan yang me $nyinggu $ng atau$ me$mfitnah. 

Banyak bahasa E $ropa, te$rmasu$k Inggris, Prancis, dan Be $landa, yang 

me$ngambil kata koru$psi dari bahasa Latin yang ke $mu$dian dalam bahasa 
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Indone$sia me$njadi koru$psi.51 Corru$ptie$, yang te $rkadang ditu $lis se$bagai 

corru$ptie$n dalam bahasa Be$landa, me$ngacu$ pada pe$rilaku$ koru$p atau $ 

pe$nyu $apan. Se$cara harfiah, frasa te $rse$bu$t me$ngacu $ pada be$rbagai pe$rilaku $ 

ne$gatif, te$rmasu$k ke$bu$su$kan, ke$bu$ru$kan, ke$be$jatan, ke$tidakju $ju$ran, 

pe$nyu $apan, amoralitas, pe$nyimpangan dari ke $su$cian, dan u$capan atau $ 

u$capan yang me $nyinggu$ng atau$ me$mfitnah.52 

Koru$psi te$lah me$njadi ke$biasaan di kalangan otoritas dan pe $jabat 

te$rte$ntu$. U$nsu$r-u$nsu$r pe$nye$bab koru$psi mu $ngkin mu$ncu$l dari dalam diri 

pe$laku$ se$ndiri, te$tapi ju $ga dapat be$rasal dari lingku $ngan yang me$ndorong 

se$se$orang u$ntu$k me$laku$kan koru$psi.53 Koru$psi te$lah me$ngakibatkan 

ke$ru$gian yang sangat be$sar bagi anggaran be$lanja ne$gara. Koru$psi banyak 

te$rjadi di kalangan pe$jabat pe$me$rintah di tingkat ke$me$nte$rian, provinsi, dan 

kabu$pate$n/kota. Padahal, jika dibandingkan de $ngan de$rajat ke$se$jahte$raan, 

ke$lu$arga dan pe$ndidikan se$ring kali le$bih u$nggu $l. Pe$lu$ang, se$rta orie$ntasi 

ke$pe$ntingan pribadi atau$ ke$lompok, dapat me$me$ngaru$hi pe$rilaku$ koru$p.54 

Pada ke$nyataannya, koru $psi tidak hanya te $rjadi di tingkat 

pe$me$rintah pu$sat, te$tapi ju $ga di tingkat bawah, khu $su$snya di tingkat de$sa. 

Be$rdasarkan u $nsu$r hu$ku$m ke$be$radaan de$sa dalam U $ndang-U$ndang Nomor 

23 Tahu $n 2004 te$ntang Pe$me$rintahan De$sa dan U $ndang-U$ndang Nomor 6 

                                                 
51 Pustha, Fabianus Wahyu Tri Buana, and Alfiansyah Fauzan. "Faktor yang mempengaruhi 

pencegahan dan upaya pemberantasan korupsi." Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol 

2, No 2, (2021), hlm. 580-585. 
52 Adami Chazawi, S. H. Hukum pidana materiil dan formil KORUPSI di Indonesia. Media Nusa 

Creative (MNC Publishing), Malang, 2022, hlm. 436. 
53 Maidin Gulton, Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, PT. Afrika Aditama, 

Bandung, 2022. hlm. 5. 
54 Bunga, Marten, Aan Aswari, and Hardianto Djanggih. "Konsepsi penyelamatan dana desa dari 

perbuatan korupsi." Halu Oleo Law Review Vol 2, No 2, (2018), hlm. 448-459. 
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Tahu$n 2014, maka wacana de $sa pu$n be$rlandaskan pada hal te $rse$bu$t. De$sa 

me$ngandu$ng konotasi se$bagai de$sa dan norma de$sa atau$ de$ngan se$bu$tan 

lain, maka De$sa be$rarti ke$satu$an masyarakat hu $ku$m adat yang me$miliki 

batas wilayah administrasi yang be $rwe$nang me$ngatu $r dan me$ngu$ru$s u$ru$san 

pe$me$rintahan, ke$pe$ntingan masyarakat se$te$mpat de$ngan be$rdasarkan 

prakarsa warga ne$gara, hak asal u $su$l, hak tradisional, dan diaku $i se$rta 

dihormati dalam su $atu$ siste$m pe$me$rintahan Ne$gara Ke$satu$an Re$pu$blik 

Indone$sia.55 

1.7.4.2 Penyebab Terjadinya Korupsi di Level Desa 

 

Te$ntu$nya te$rdapat be$be$rapa faktor yang me $nye $babkan te$rjadinya 

koru$psi di Tingkat de$sa, antara lain:56 

1. Pe$rtama, ke$pala de$sa se$ring kali dikondisikan u $ntu$k me$njadi u$ju$ng 

tombak. Se$orang pe$mimpin de$sa haru$s siap me$layani masyarakat 

se$panjang waktu $. Ke$pala de$sa haru$s hadir saat ke $lahiran bayi dan 

ke$matian warganya. Ada yang ku $rang jika ke$pala de$sa tidak hadir di 

se$tiap acara warganya. Profe $si ke$pala de$sa tidak me $nge$nal hari libu $r. 

Se$lain itu$, ke$pala de$sa diharu$skan me$mbe$rikan su $mbangan u$ntu$k se$tiap 

acara yang dihadiri warganya. Pe $mbe$rian su $mbangan te$rse$bu$t dapat 

dilaku$kan dalam jangka waktu $ te$rte$ntu$, bu$kan hanya satu $ hari. 

                                                 
55 Aromatica, Desna, et al. Membangun desa dengan revolusi digital. Mega Press Nusantara, 

Sumedang, 2024. Hlm. 41 
56 Syahroni, Muh Arief, et al. "Peningkatan Kesadaran Pejabat Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi 

Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo." KARYA: Jurnal Pengabdian 

Kepada Masyarakat Vol 4, No 2, (2024), hlm. 170-177. 
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2. Ke$du$a, ke$pala de$sa dipilih be$rdasarkan e$le$ktabilitas yang tinggi, te $tapi 

modalitas e$konominya sangat le $mah, se$hingga me$ndorongnya 

me$laku$kan koru$psi. Akibatnya, mu $ncu$l ke$inginan u$ntu $k 

me$nge$mbalikan dana politiknya. 

3. Ke$tiga, jabatan ke$pala de$sa me$njadi su$mbe$r pe$ndanaan partai politik 

akar ru$mpu$t. Bu$kan rahasia lagi, di zaman se $karang ini, partai politik 

me$mbangu$n akar politik de$ngan me$ngangkat pe $mimpin dae$rah. 

4. Ke$e$mpat, ku$rangnya pe$ngawasan dan transparansi dalam pe $laksanaan 

pe$me$rintahan de$sa. Hal ini dise$babkan masyarakat de $sa se$ring kali 

le$bih te$rfoku$s pada pe$ke$rjaan se$hari-hari, se$pe$rti be$rtani, be$rdagang, 

dan me$nangkap ikan. U$ru$san pe$me$rintahan dan anggaran dianggap 

hanya me$njadi domain orang-orang ce$rdas dan pe$mimpin de$sa. Badan 

Pe$rmu$syawaratan De$sa (BPD) dan ke $lompok pe$mu$da tidak lagi 

be$rope$rasi kare$na se$bagian be$sar pe$ndu$du$k te$lah pindah ke$ kota. 

1.7.4.3 Jenis-Jenis Korupsi di Level Desa 

 

Je$nis-je$nis koru$psi di tingkat de$sa antara lain:57  

1. Pe$ngu$rangan alokasi Dana De$sa (ADD), misalnya dana ADD dijadikan 

"ku$e$" bagi pe$gawai de$sa u$ntu$k ke$pe$ntingan pribadi.  

2. Pe$ngu$rangan alokasi Bantu$an Langsu$ng Tu$nai (BLT), misalnya 

pe$motongan te$rse$bu$t kare$na asas pe$me$rataan, ke$adilan u$ntu$k 

pe$nyalu$ran ke$pada ke$lu$arga miskin yang tidak te$rdaftar. Namu$n yang 

                                                 
57 Ibid, hlm 171. 
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se$ring te$rjadi pe$motongan BLT te$rse$bu$t le$bih se$ring disalahgu$nakan 

ole$h pe$ngu$ru$s di tingkat de$sa.  

3. Pe$ngu$rangan jatah be$ras u$ntu$k masyarakat miskin (raskin), misalnya 

pe$motongan se$be$sar 1-2 kg pe$r Ke$pala Ke$lu$arga (KK). Jika dihitu$ng-

hitu$ng akan me$nghasilkan ju$mlah yang be$sar yang ke$mu$dian 

digu$nakan u$ntu$k me$mpe$rkaya diri se$ndiri.  

4. Pe$nju$alan Tanah Kas De$sa (Be$ngkok)  

5. Pe$nye$waan Tanah Kas De$sa (TKD) yang tidak se$su$ai haknya, misalnya 

TKD u$ntu$k pe$ru$mahan.  

6. Pu$ngu$tan liar pada su$atu$ program padahal se$haru$snya program te$rse$bu$t 

gratis, misalnya se$rtifikasi tanah (pe$mu$tihan), Kartu$ Ke$lu$arga (KK), 

Kartu$ Tanda Pe$ndu$du$k (KTP).  

7. Pe$malsu$an u$su$lan bantu$an sosial, misalnya pe$nye $le$we$ngan bantu$an 

te$rnak.


